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ABSTRAK

Nama : Nur Aini Mubmsainnsh
Program Studi: Hukum Ekonomti
Judul Tesis ¢ ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

ATAS PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI YANG  DIKENAKAN
KARENA KEKHILAFAN WAJNB PAJAK ATAU
BUKAN KARENA KESALAHANNYA (TELAAH
PASAL 36 AYAT (1) HURUF a UU KUP)

Tujuean Undang-Undang Perpajaken adalah memberikan kepastion hulam dan
keadilan kepada Wajlb Payjsk Dalam hal ind, ketentuan yang dimuat & dalam
Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melangear tujuan Undang-Undang Perpajakan,
Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan
yang dimuat dr dalara Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung
arti ganda. Karena tanpa kepastian hukwm, maka keadilan tidak dapat dicapai.

Dalam prakieknya, keadilan bukanlah sesuatn yang mudah dicapai. Oleh
karena itu, Wajib Pajak dibertkan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan.
Wajib Pajak diberkan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam
rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa
diperlaicukan tidak adil. Hal mi dapat dilakuken melalul pengajuan permohonan
pengurangan atau penghapusan sankst administrass,

3 dalam Pasal 36 ayat {1) huruf 3 UU KUP diator mengenai kewenangan
Direkiur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan  sankss
admimstrast yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak stsu bukan karena
kesalahannya. Hal inilab yang akan dikaji apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huraf
a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat
memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36
ayat (1} hurut a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada
Walib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara miatenial tidak memenuhi
syarat-syarat kepastian hukumn dan msas-asas keadifan di dalern Undang-Undang Pemajagien.
Dengan kata latn, ist dari Pasal tersebut tidak tepay, tidak jelas, menimbulkan pengertian
ganda, dan tidale sinkron dengan Penjelasannya, Dengan demikian ketentuan Pasal 36 avat (1)
huruf & UL KUP melanggar fyjuan Undang-Undang Perpajakan univk  memberkan
kepastian bukum dan keadilan kepada Wajity Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU
KUP juga tidak sesuai dengan seff assessment system yang sudah lama diterapkan di
Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hukum dan lew enforcement menjadi
tidak ada, dimana sanksi admunistrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atan
dihapusian fanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya sangat subyektif.

Kata kuned:
Kepastian hukum, keadilan, kekhilafan, kesalahan
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ABSTRACT

Name : Nur Aini Mutmainoah
Study Program: Law of Economy
Title : ANALYSIS OF CBERTAINTY AND EQUITY OF

SUBTRACTION OR WIPING OuUT OF
ADMINISTRATION SANCTION WHICH HELD
BECAUSE OF TAX PAYERS® NEGLECT OR KNOT
BECAURE OF TAX PAYERS® WRONG

Self Assessment Systern gives trustful to tax payers in doing their taxation
obligation by themselves. Fiscus act bolh as 2 counsellor and a supervisor on it
They have to make sure that the tax payers liave done their taxation obligation and
acquired their taxation rights well.

The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax
Regulation, have fo agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be
ciear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equily can’t be resched.
Cerlainly and eguity must be given to the tax payers so they won’t fell doubtful in
doing their taxation obligation and acquiring their {axation rights, Tax must be
written and arranged in the Tax Regulabion. 1t must be able to create cortainty and
equity.

In practice, if is difficult to get equity. Tax payers have right o get and o
look for equity. Tax pavers have right to scquire the subtraction or wiping out of
adminisiration sanclion which held becavse of tax payers” negleot or not because of
tax payers’ wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of
administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not beeause of
tax payers’ wrong, This resesrch will analyze whether the rule can give certainty
and equity to tax payers.

According to the result of this research can be conclnded that the rule about
subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax
payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong doesn’t give certainty and
equity to tax payers. The rule is not suitable with certainty principle and equity
principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has
ambiguous. The rule doesn't agree with the goals of Tax Regulalion to give
certainty and equily to tax payers, In the implementation the rule about subtraction
or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect
or not because of tax payers’ wrong 1s ot suitable with Self Assesament Systent in
Indonesia because certainty and law enforcement become extinet,

Key words:
{Certainty, equily, neglect, wrong
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BAR 1
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak
dart wakiu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara, dan bahwa
pajak adalah alal vtama unfuk membiayai kegiatan pemerintah. Di samping ity,
pajak juga digunskan pemerintah sebagal alat untuk mencapai tujuan di bidang
ekonomi dan pembabgunan. Maka tidak mengherankan, kalau di hampir semus
negara terdapal pungulan yang namanya pajak.'

Agenda utama setiap negara untuk menjalankan pemerintahan, terutams
Indonesia saat 1 adalah menyediakan sumber penerimaan negara vang selalu
bisa diandalkan. Untuk: itu Indonesia mengandalkan pajak sebagai satu-satunya
sumber utama penerimaan negard, dengan sasaran mampu menggantikan peranan
pinjaman  luar negerl unfuk menuju kemandirian vang sebenarnya dalam
pembiayaan. Pajak yang mecrupakan sato-satunya sumber utama pencrimaan
negara harus dikelola seefektif dan seefisien mumgkin®

Salah satu fimpgst paiak adalsh budgerer, yzitu menghimpun dana dan
masyarakat untuk membilayal pembangunan dan pengeluaran rutine Dengan
demikian parak merupakan printadona pembiayaan pembangunan, karens pajak
adalah salah satu pencrimaan negara vang paling polensial. Penerimaan negara
dari sckior pajak dimnanfaatkan oleh pemerintah oatuk pembangunan sarana dan
prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pajak baik secara langsung
maupun tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ckonomi
dan kesejahteraan masyarakat,®

Upaya pemernintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarskat
melalul  pemungutan  pajak  barus  diatwr dengen  Undang-Undang, Hal ini
dimaksudkan agar tindakan pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat
melalyi pernungutan pajak tdak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar
hukum, I dalam Pasal 23A Amandemen ketiga UUD 1945 dinvatakan bahwa

' Safii Nusmaniy, Pengantar Perpgjokan, {Jakarta: Granit, 2005), hal 8,
* Rimsky K. Judisseno, Parpaiokan, (Jekarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999}, hal 23
* Rimasky K. Judisseno, op.cit., hal 23
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“Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negars diatur
dengan Undang-Undang’ '

Pembentukan Undang-Undang Perpajakan yang mengabaikan asas-asas
pernungutan pajak, askan melanggar hak-hak masyarakat. Walaupun sudah distar
dengan Undang-Undang, namun apabils masith mengabaikan asgs-asas pemungutan
pajak, maka permungutan pajak dari masyarakat merupakan perampokan vang
dilakukan secara legal, Undang-Undang Perpajakan yang mengabaikan asas-asas
pemungutan pajak akan menjadikan Undang-Undang Perpajakan melegalisir
perampokan hak-hak masyarakat.’

Salah satu asas pemungulan pajak yang menjadi dasar pemungutan pajak
di berbagai negara adalah asas keadilan. Permungutan pajak harus diatur dengan
Undang-Undang yang mencerminkan adanya keadilan. Di dajam Undang-Undang
Perpajakan diatur mengenal berbagai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak
vaitu petugas pajak dap Wapb Pajak, Secara ideal, Undang-Undang Perpajakan
yang disusun dengan benar dan diterapkan dengan baik, akan mampu menjamin
keadilan bagi semua pihak ®

Undang-Undang  Perpaiakan  harus  dibentuk  berdasarkan  asas-a$as
pemungutan pajak. Lindang-Undang Perpajakan yang dibentuk berdasarkan asas-

asas permungutan pajak, diharspkan mampu untuk:’

a Menciptakan kepastian bukum dan keadilan.
b. Mendukung penerimaan negara dari sektor pajak.
€. Menciplakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat,

Tuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan
keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini; ketentuan vang dimuat di dalan Undang-
Undang Perpajakan tidak boleh melanggar wjuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam
membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supava ketentuan vang

* Lauddin Marsund, Hukww dan Kebiiokan Perpajakan d&i ndonesia, (Yogyskarta: Ul Press,
2006, bal 8.

* Lauddin Marsuni, op.cir, tat 9.

* Boedione, Perpajakan fndonesia: Teori Perpejakan, Kebijokan Perpajakan, Pojak Luar Negeri,
{Jakara: Diadit Media, 2000], il 16,

' Beediona, op.cir, hal 3.
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dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung art
ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.®

Seperti halnys di negara-negara maju, pajak harus dijadikan telang
punggung pembiayaan negara. Keinginan pemerintah Indonesia ini, sudah
merupakan keharusan. Harapan int tumbuh dan keinginan pemeriniah untuk
meningkatkan kemandinan bangsa Indonesia dalam membiayal pembangunan,
melalui partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Oleh karena
itu, pemerintah Indonesia di masa yang akan datang, mau tidak mau harus
menggali potensi pajak dengan lebih efektif, efisien dan inovatif.?

Meningkatnya peranan pajak tersebut tidak terlepas dari diberlakukannya
sistem perpajakan vang kondusif yaitu seff assessment system. Pada self
ussessment system ini, pemeriotah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib
Pajek unisk menghiiung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendin
jumlah pajak yang terutang sesual dengan ketemtusn peraturan perundang-
undangan perpajakan yang didasarkan pada asas keadilsn, kepastian hukum dan
kesederhanaan di dalam administrasmya.'®

Dalam self assessment system, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) vang
disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak, pada hakikainya
merupakan alat pertanggungjawaban Wajib Pajak kepada pemerintab, atas
kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Sistem imi dapat membangkitkan
kesadaran Wajib Pajak untuk lebib berperan aktif dan patuh di dalam menjalankan
kewajiban perpajakannya. Pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukom (law
enforcement) menjadi hal veng esensial di dalam seff assessment system agar
sistem tersebut dapat berjalan lebih efeko !

Kepercayaan yang diberiken pemenntah akan mudah dilalaikan atau
disaiahgunakan clebh Wallb Pajak tanps adanya pengawasan yang baik. Sankst
yang tegas harus diterapkan bagi yang melanggar kewajiban perpajakan agar seif
assessment system dapst mencapai hasil yang optimal. Wajib Pajak diharapkan

akan takut untuk mencoba menyalahgunakan dengan sengaja atau melalatkan

¥ Rochmat Soemitraf2), Avas dan Dasar Perpajekan 2, {Bandong: PT, Eresco, 1997, hal 6.
* Dine Priantara, Pemeriksnan dan Pesyidikan Pajak, {Takaria: Djambatan, 2000), bt 1.

* Mardiasmo, Perpajekan, (Yogyakarta: Andi Offse, 2000), hai 13.

Y Diaz Priantara, op.cit., hal 23.
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kewajiban perpajakannya karena adanya ancaman sanksi vang tegas. Pemberian
sanksi dapat menjad) upaya law enforcement agar ketentuan perpajakan benar-
benar dipastikan dilaksanakan sepenuhnya oleh Wajib Pajak.”?

Pencrapan sankst administrast yang cepal, tepat, dan tegas diharapkan
dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaksanakan  kewajiban  perpaiskan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajekan yang berlaku. Penerapan sanksi administrasi
karus dilakukan dengan adil untuk menjamin adanya kepastian hukum dalem
pelaksanaan kewajiban perpajakan.'

Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, Qleh
karena itw, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan,
Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara terientu dalam
rangka memperoleh keadilan, apablls dalam pengenaan sanksi admimdsirasi
merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalul pengajuan
permchonan pengurangan atau penghapusan sanksi admimstrasi. Hak-hak i
diberikan wsnipk menjamin agar Undang-Undang Perpajakan dapat dijalankan
dengan baik dan neiral, sehingga menjangkau kepastian hukum dan keadilan bagt
Wajib Pajak."?

Dt datam Pasal 36 avat {1) huref a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga ates Undang-Undang Nemor & Tahun 1583 tentang
Ketentuarr Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), diatur mengenal
kewenangan Direkiur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai
dengan keteniuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi
tersebut  dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan  karena

s
kesalahannya,

M. Diafor Saidi, Pembarwon Hukm Pojok, {Jokarta: Raja Grafindo Persada, 20073, hal 126,

Y M. Djafor Saidi, op.oiz, haf 267

™ hid, hal 267,

¥ Undang-Undeng No. 28 Tahun 2007 tentang Pervbahan Keliga stas Undang-Undang No. 6
TFahun 1681 tentang Ketentuan Ut dun Tat Cara Perpajakan.
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Gambaran tersebut yang melatarbelakangi penulisan tesis ini, yaitu @ntang

“Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan atas Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi yang Dikenakan Karena Kekhilafan Wajib Pajak atau Bukan
Karena Kesalahannya (Telaah Pasal 36 Ayat (1) Hurufa UU KUPY”.

1!25

POKOK PERMASALAHAN

Berangkat dar pemikiran yang disampaikan dalam latar belakang di atas,

diperlukan pengidentifikasian masaleh yang perlu dikaji lebih lanjut. Masalah-

masalah tersebut adalzh sebagai berikut:

2.

1.3

Apakah ketentuan Pasal 36 Ayat {1) Huruf 2 UU KUP tentang
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena
kekhilafan Wanb Pajak atau bukan karena kesalshannva dapat
memberikan Kepastian hukum kepada Wajib Pajak?

Apskah ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Huruf a8 UU KUP tentang
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atav bukan karena kesalashannya dapal
memberikan keadilan kepada Wajib Pajak?

TUJUAN PENELITIAN

Tujvan vang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Menganalisis apakah ketenfuan Pasal 3& Avat (1} Huruf a8 UU KUP
tentang  pengurangan atsw  penghepusan  sanksi  sdministrasi  yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atai bukan karena kesalahannyva
dapat membenkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak.

Menganatisis apakah ketentuan Pasal 36 Avat (1) Humf a UU KUP
fentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi  yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

dapat membertkan keadilan kepada Wajib Pajak.

Universitas Indonesia

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH Ul, 2009



1.4. KEGUNAAN PENELITIAN
Kegunaan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Kegunaan bagi Penulis
Penelitian ini merupakan tegas akhir sebagai salah satu syaret untuk
memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Ekoromi pada
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu,
daflam penelitian ini penulis juga menganalisis apaksh ketentuan Pasal 36
ayat {1} huruf a UL KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi
admimsitast yang dikenakan Karens kekhilafan Waiib Pajsk atau bokan
Karena kesalashannya dapat memberikan kepastian hukum den keadilan
kepada Wajib Pajak.

b, Kegunaan Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademis khususnya
tentang “Analisis Kepastian Haokum dan Keadilan atas Pengurangsn atau
Penghapusan Sanksi Administrasi yang Dikemakan Karena Kekhilsfan
Wajib Pajak atau Bukan Karens Kesalahannvs (Telaah Pasal 36 Ayat (1)
Huruf a UU KUP)". Disamping itu, penclitian ini diharapkan dapat

menjadi inspirast bagi penulis lain vang akan mengambil tema yang sama.

¢ Kegutaan bag: Direkiorat fenderal Pajak

Penelitian 1m diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat
Jenderal Pajak untulke melakukan perbaikan UL KUP, khususnya yang
berkaitan dengan ketenfuan Pasal 36 ayat {1) huruf a UlJ KUP tentang
pengurangan atau penghapusan sanksi administrast yang dikenakan karena
kekhilafan Wapb Pajsk stau bukan karena kesalahannya. Diharapkan di
masa yang akan datang, UU KUP vang dibentuk dapat lebth memberikan
kepastian bukum dan keaditen bagi Wajib Pajak dan masyarakat luas.
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1.5, METODE PENELITIAN
1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian vang digunakan adalah pepelitian deskriptif Meourat
Sugiyono {1994:6} yang dimeksud dengan penelitian deskriptif adulah penelitian
vang dilakukan terhadap varigbel mandin, yaitu tanpa membnat perbandingan
atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini memiliki variabel
mandiri yaitu ketentuan Pasal 36 ayat (1} huruf a UU KUP tentang pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi vang dikenakan karena kekhilafan Wailb
Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pemilihan jenis penslitian int didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam
membahas tesis ini, penulis skan menganalisis apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1)
huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administras: vang
dikenakan karena kekhilafan Wajih Pajak atau bukan karena kesalshannya dapat
memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajih Pajak. Di samping itu,

penulis juga memberikan saran-saran guna mengatasi permasalahan yang ada.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yundis normalif Adapun yang
dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah suaty pendekatan yang
dilakukan dengan mempelgjari dan rmengkaji norma hukum yaitu hulkum pajak
dalam hal il Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentany Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan {Umum dan fata
Cara Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan pelaksanaannya,

Sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
yaity analisis yang dilakukan terhadap kualitas obyek penelitian, dalam hal ini
kerentuan Pasal 36 ayat (1) huraf a UU KUP. Penelitian ini digunakan antuk
menganalisis apakah ketentusn Pasal 36 ayat (1) hurof a UL KUP tentang
pengurangan atau penghapusan sankst administrasi yang dikenakan karena
kekhilafan Wajth Pajak atau bukan karena kesalahanaya dapat memberikan

kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pojak.
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1.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi

kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah literatur-

literatur serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang
terkumpul diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perpajakan, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangar,
Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, jummal, hasil penelitian
ilmiah, dan lain-lain.

C. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, artikel-artikel di media

cetak, dan lain-lain.

1.6. KERANGKA TEORI

Undang-Undang Perpajakan harus bersifat sederhana. Karena sistem
perpajakan berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang, maka
Undang-Undang Perpajakan juga harus bersifat luwes dan dapat menampung
perkembangan yang ada di dalam kehidupan masyarakal. Namun demikian,
kesederhanaan dan keluwesan tersebut harus dapat menjamin adanya kepastian
hukum dan keadilan bagi Wajib Paj ak.'®

Kepastian hukum dan keadilan merupakan tujuan Undang-Undang
Perpajakan. Undang-Undang Perpajakan harus jelas, (egas, tidak mengandung arti
ganda dan tidak memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum di
dalam Undang-Undang Perpajakan sangat bergantung pada susunan kata, susunan
kalimat, penggunaan istilah dan pembakuan istilah. Dalam pembakuan istilah atau
pemberian definisi harus diupayakan tidak terdapat celah (loop holes) yang dapat
diartikan lain. Di samping itu juga harus divpayakan tidak memberikan definisi

terlalu luas sehingga sulit dipahami dan menambah ketidakpastian hukumn."”?

'® Mansury (1), Kebijakan Fiskal, (Jakarta: YP4, 1999}, hal 2.
'” Rochmat Soemitro (2), op.cit., hal 21.
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Untuk memberikan kepastian hukom, maka terhadap sesuatu yang perlu
diberikan penafSiran, sebaiknya diberikan penafsiran secara otentik, artinya
penafsiran tersebut dilakukan oleh pembuat Undang-Undang sendiri dan dimuat di
dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka
dalam pelaksanaan Undang-Lindang, para pelaksana akan berusaba menalsivkan
sendiri dan penafsiran tersebut bisa jadi sangat lemah dan masih dapat dijadikan
sengketa di pengadilan.'®

Keadilan adalah kemavan yang bersifat tetap dan terus-mencrus untuk
memberikan kepadz setiap orang apa yang semesitinya untuknya. Menarut
Arisioteles keadilan adalah suaty kebijakan yang atwran-aturammyva menjadi dasar dan
peraturan negara dan aturan-aturan ini meerupakan ukuran tentang apa yeng hak. Dalam hal
im orang herus mengendalikan dirf tidak memperoleh keuntungan bagt dir sendint dengan
cara merebut apa yang merupakan kepunysan orang lain, atan menolak apa vang
scharusnya diberikan kepada orang tain.

Menurut Aristoteles hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sesual
dengan tujuan hukum itw, maka tujuan hukum pajak pun adalah untuk menciptakan
keadilan., Dengan demikian, setiap ketenfuan yang ada di dalam Undeng-Undang
Perpajakan hams mencenminkan keadilan. Oleh karena itu, ketentran tersehut harus diboat
dengan memperhatikan perkembangan vang terjadi di masyarakat dan haros dilandasi oleh
tyjuan yang telas agar dapat diferapkan dengan adil Kelentmn Undang-Undang
Perpajakan harus jelas, fengkap, dapat diandalkan, fidak mudah berabah-ubah, dan adil.”

Asas pemungutan pajak yang disarankan oleh Adam Smith, yang dikeral
dengan “The Four Maxims™ adalah sebaga berikut:’'

2, Asas Fauality dan Fapity
Pemunguian pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu harus
seimbang dengan kemampuan untuk membayar pajak (ability fo pay) dan
sesual dengan manfaal vang dilerima di bawah perlindungan pemeriniah.

Setiap warga negara berpartisipssi dalam pembiayaan negar secara proparsional

* fbiri, hal 22.

** {sa Sindian Diajadiningrat, Hukum Pajak dan Keadilan, {Bandung: Eresco, 1981, hal 22,

* Sri Pudyatmoko (1), Pengantar Hudan Pajak, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal 133.

*! Santoso Brotodibardjo, Pengantar hmw Hukum Pajak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003),
hai 27,
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sesuat dengan kemampuamys masing-masing. Orang vang berada dalam keadaan
vang sama harus dikerakan pajak vang soma

Az Catouy

Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang Pemungutan pajak
harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat seria
mempunyal kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut  diantaranya
mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kapan pajak haros dibayar,
berapa jumiah pajak vang harus dibaysr, dan bagaimana cara membayamya.

Asas Convenience

Saat Wajib Pajak harus mernbayar pajak hendaknya ditentukan pada
saat yang ftidak menyubtkan bagy Wajib Pgjak dan pada saat yang paling
baik bag: Wajlb Pajak, yaitu saat terdekat dengan diterimanya penghasiian atau
keuntungan yang dikenakan pajak. Asas ini disebut juga dengan “Pay As You
Earmm (PAYE)"

Asas Economy

Pajak yang masuk ke kas negara hendaknya Jebih besar
dihandingkan dengan biaya permmngotannya. Bigya pemungutan pajak
hendaknya sekecif mungkin, Demikizn pula dengan biaya pemenuhan
kewajiban perpajakan dan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendakniya juga
sekecil mungkin.

Self Assessment Systent memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk

melaksanakan pemenuhan kewa)iban porpajakannya secara mandiri, Kepercayaan

vang diberikan pemerintah akan mudah dilalaikan atau disalahgunakan oleh Wajib

Pajak tanpa adanya pengawasan vang haik. Sanksi yang tegas harus diterapkan

bagi yang melanggar kewalibean perpajakan agar Seff Assessment Systems dapat

mencapal hasil yang optimal. Wajib Pajak diharapkan akan takut untek mencoba
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menyalahgunakan dengan sengaja atau melalaikan kewajiban perpajakannya
karena adanya ancaman sanksi yang t&g&s.”

Ketentuan mengenai pengénasn sankest administrasi merupakan wujnd faw
enforcement tethadap Wallb Pajak egar ketentuan perpaiskan  benar-benar
dipastikan dilaksanakan sepenuhnys oleh Wajib Pajak. Sanksi administrasi adalsh
sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melakukan kesalahan
adtinistratif  dengan  tidak mematuhl  kelentuan  peraturan  peruadang-undangan
perpajakan 2

1.7, SISTEMATIKA PENULISAN
Agar dapat dipshami secara komprehensil, maka tesis ini disusun dalam 5
{lima)} bab yang berkesinambungan, dengan sistematika sebagai benkut:
BABI PENDAHULUAN
Bab imi  menguratkan  mengenai  latar  belakang, pokok
permasalahan, tyjuan penelitian, kegunasn penglitian, metode

penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Rab ini menguraikan mengenai pengertian pajak, fungsi pajak,
svaral pemunguisn pajak, asas pemungutan pajak, sistem
pemungutan pajak, kepastian hukum dan keadilan, fungsi sanksi

adminisirasi, serta kekhilafan dan kesalghan,

BAB I KEBUAKAN PENGURANGAN ATAU PEMNGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI
Bab ini menguraiken mengenai sankst administrasi berupa bungs,
denda dan kenaikan, dasar hukum pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, prosedur pengajuan dan penyelesaian
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,

tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan

M, Djafar Saidi, sp.cir, hal 138,
* #hid, hal 265.
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BAB IV

BARY
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sanksi adnuinisirasi di Keantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,

dan upaya hukum gugatan,

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN KBADILAN ATAS
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRAS!  YANG DIKENAKAN KARENA
KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN
KARENA KESALAHAKNNYA (TELAAH PASAL 36
AYAT (1) HURUF a UU KUP)

Bab 1ni menganalisis apaksh ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a
UU  KUP fentang pengorangan atau  penghapusan  sanksi
admimisiras) yang dikenakan karena kekhilafan Waiib Pajak ateu
bukan karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum

dan keadilan kepada Wajib Pajak.

PENUTUP
Bab ini mencakup kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian

ini, dan saran-sacan yang dapat diberikan.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN PAJAK

Istilah pajak sudah sering didengar oleh kebanyakan orang, tetapt pemaharman
dart kata pajak sendiri bisa bermageam-macarn, umumnya semua pungutan dianggap SRV
sebagai pajak. Oleh karena ity, perlu disampaikan definisi pajak menurut beberapa ahii

sebagai berikut;
a. Rochmat Soemitro?*

"Pajak adalah 1uran raikcyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang yang dapat dipaksakan dengan {idak mendapat imbalan -
{kontraprestasi) yang langsung dapal ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membiavat pengeluaran umum.”

b Mansury?> S

“Pajak adalah juran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk
dibayar berdasarkan Undang-Undang yang merupakan - pengalihan
sumber daya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan
melakukan kegiatan pemerintah, guna mencapal sasaran sosial dan
ekonom hangsa”

ol NI Feldmann:™®

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang
kepada pengussa menurst porma-norma vang diletapkan secara
umum, tanpa adanya Kontraprestasi, dan semata-miata digunakan
uniuk menutop pengeluaran-pengeluaran umum.”

d. Soeparman Soemahamidjaja:’’

“Pajak adalah furan wajib, berupa nang atau barang, yang dipungut
oleh penguasa berdasarkan nonma-norma bhukum, guna menutup
biaya produkst barang-barang dan jasa-jasa kolekUf dalam
mencapai kesejahteraan umum.”

# Reclmat Seemitro {23, op.cit., hal 12,

B Mansury (2), Ponbahasan Mendatam Pajak Atas Perghasilan, (Jakana: YP4, 20003, hal 3,

® Mg Ismail, Materi Kuliah Hykum Pajeak, Progtam Pascasarjana Fakulias Hukum Universitas
Indonesia, 2009,

¥ Pip Ismail, op.cit.
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& Tjip Ismail:*

“Pajdc adalah juran rakoyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang
dapat dipaksakan dan diprioritaskan untuk membiayal pelayanan lerdadap seldor
pajak yang bersangketan”

Sebagaimana  dicontohkan oleh Tiip Ismaill, bahwa kontraprestasi
langsung dapat dinikmati oleh Wajlk Pajak selaku pembayar pajak melali
peningkatan pelayanan pajak. Misalnva dengan memperbaild atau membangun
Kantor Pelayanan Pajak Modern yang memiliki sarana dan prasarana memadai
untuk memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban
perpajakannya. Hal ini sudab dimulai sejak modernisasi perpajakan yang
digulirkan pada tahun 2002 dengan memperkenalkan Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar.™

Darl berbagal definist pajak tersebut di atas, dapat disimpulkan ciri<iri pajak
sebagai berikut ™

a. Pajak rogrupakan mran wajib rakyat kepada negars,

b Pajak dipungut bevdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang;
Pernbayaran pajak dapat dipaksakan;

d. Dalarn pembayaran pajak tdak dapat ditunjukkan adanya konteaprestasi

langsung secara individual yang diberikan oleh pernerintah;

€. Pajak dipungut guna membiayai pengeluaran-pengeluaran wowim,

2.2. FUNGSIPAJAK

Bila dicermati pendapat masyarakat fentang pajak, secara umum dapat
disimpulkan bahwa masih banyak anggota masyarakar yang belum mengetabui
atau memahami hakikat dan fungst pajak, baik bagi kehidupan negara maupun
kehidupan masyarakat sendiri, Pembavaran pajek umumnya dipandang sebagai
suatu kewajiban satu arah kepada negara, lantaran ciri khas pajak adalah dapat

dipaksakan kepada musyarakal, lanpa memperoleh imbal balik secars langsung,

I8 .

= thid

* John Husgaol, Perpajakan: Isi-fve Konremperer, (Jakarta: Graha Ilmw, 20073, hat 10
™ Erly Suandy, ki Pajak, (Jakarta: Salemba Ernpat, 2000), hal 1},
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Pandangan vang kurang luas inl mengakibatkan pajak hanya dianggap scbagai
beban. Padahol bila diteliti lebih jauh, pajak yang telah diterima negara juge
menjadi hak masyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh manfaat pajak dalam
bentuk Jain, yaitu melahui penyediaan berbagai barang dan jasa publik.*!

Dari bsberapa pengertian pajak vang telah disampaikan schelumnys,
secara feoritis dan prakts dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungst

dalam kehidupan negara dan masyarakat, yaitu:™

2 Fungsi Budgeter
s, Pungsi Regulerend
c. Fungsi Distribusi
d. Fungst Demokrasi

Fungsi Budgeter

Untuk kelangsungan hidup negara, seluruh komponen pelaksana lugas-
ugas negara, baik  eksekotif, legislatif, maupun yudikatif harus dapat
melaksanakan tugasnva dengan baik. Dengan demikian masyarakat dapat hidup
tenang, nyaman, adil, makmur dan sejahters. Terlebih lagi pemenntah
mempunyal tugas utama yang bersentuhban langsung dengan kehidupan dan
kebotuhan masyarakat banyak, yailu menyediakan berbagal barang dan jasa
publik {pubiic goods and services), seperti jalan, jembatan, sekolah, sarana
pendidikan, puskesmas, dan sebagainya ™

Setiap tohun masing-masing instansi pemerintah menyusun rencana
penyediaan barang dan jesa publik torsebut sesuai dengsn sekior tugasnva
Rencana it ada vang bersifat priodias atav merupakan kelamjutan dan rencang
vang telah dijalankan. Agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, tenty
harus didukung dana vang cukup. Di Indonesia, rencana penyediaan dana,

terangkum dalam APBN setiap tabun,*

Y The Indonesian Tax in Brief, Tinjanan Perpajakan Indonesia, (Jakaria: Koperasi Pegawai
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 20063, hal 70,

2 The Indonesian Tax in Brief, op.cir., hal 71.

¥ Ihid, bal 71.

¥ Ibid, bal 71,
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Oleh karena penyediaan dana i menyangkut budgeter, sesuai dengan
ketentuan yang berlsku, pelaksanaannya harus dibahas terlebih dahulu oleh
pemerintah dengen DPR, kemudian disetujul oleh DPR. Dari uraian tersebut
nyata bahwa melalol mekanisme anggaran negara akan teriihat pajsk memiliki
fungsi budgeter, yaitu sebagal sumber penerimaan negara bagi APBN untuk

membiayai tugas-tugas negara,”

Fangsi Regulerend

Pemerintab mempunyal kewenangan untuk mengatur segala sesuafu yang
berada di dalam wilgyahnya, Melali pengaturan ini  pemerintzh  dapat
melaksanakan tugasnys, dalam rangke melayani masyarakat dan mewnjudkan
masyarakat yang adil dan malmur. Pengaturan tersebut menyangkut seluruh
kegiatan magyarakat dan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan,*®

Pajak mempunyai fungsi regulerend di berbagal aspek kegiatan, agar
kegiatan tersebul dapat berjalan baik scsual dengan tjuan yang diharapkan
pemerintah. Misalays unluk membangon dan mengembangkan suate kawasan
tertenty, dibutubkan insentif di bidang perpajakan, schingga investor mau
menanamkan investasinya di sana.”’

Pemikian juga untuk mendorong kegiatan ekspor, diberikan kemudahan
dan keringanan pajak, schingga mendorong dunia usaha melakukan ekspor,
Dalam rangks meningkatkan duya belt masyarakat, dilakukan dengan menaikkan
besarnys Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), schingga masyarakat yang
penghasilannya di bawah PTKP tidak dikenakan pajak. Beberaga contoh fungsi
regulerend pajak terscbut di atms, bertyjuan untuk menciptakan 1klim yang

kondusif di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, ™

 Ibid, hal 71.
* Ibid, hat 72
¥ ihid, hat 72
 Jhid, hat 73
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Fungsi Distribusi

Hal mendasar yang kedang terlupakan dari pandangan masyarakat adalah
adanva fungsi distribust dari pajak. Pajak yang dibayar oleh masyarakat sebagai
penerimaan negara, manfaatnya tidak hanya dinilonat oleh masvarakat tertenty
alau kelompok tertenty, melainkan dintkmati oleh seluruh masyarakat tanps
terkecuali. Kelika sescorang vang tinggal di Jakarta membayar pajsk, maka
hasilnya tidak hanys dinikmati oleh dirinya atau masyarakat Jakarta saja. Namun
pembayaran pajak tersebut, hasilnya depat dintkmati oleh masyarakat di schuruh

Indonesia dengan adanva penvediaan barang dan jasa publik.”

Fungsi Demokrasi

D4 negara vang demokratis seperti Indonesia, keikotsertaan masyarakat
dalam pengelolaan negara merupakan hal yang mutlak, Karena itu segala
kegiatan negara dapat direocanakan dan diarahkan guna kemakmuran dan
kesejuhiteraan masyarakat. Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak
merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di suatu negara, Pajak
berasal dari masyarakat, yaitu dibayar oleh masyarakat sesual dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku,*

Pajak juga dibuat oleh rakyat melalul wakilnya di DPR dalam bentuk
Undang-Undang Perpajakan. Di Indonesia, hal im diamanatkan di dalam Pagal
23A Amandemen ketiga UJUD 1943 yang menyatakan bahwa “Pajak dan
permungutan lzin vang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
Undang-Undang”™. Psjak yang dipungui tersebut digunakan untuk kepentingsn
seluruh rakyat melalul penvediaan barang dan jasa publik vang dibutubkan

rasyarakal A

* bid, hul 73.
M Ibid, hal 73.
M Ibid, hal 73.
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2.3.  SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
Agar dapat mencapal keadilan dalam pemungutan pajak, maka pajak harus
dipungul berdasarkan empat syarat tertentu, Keempat syarat tersebut adalah schagai
berikut:
& Syarat Yundis
Pemungutan pmak di negara hulaim segela sesushmya harus distur
dengan Undang-Undang. Di dalam Pasal 23A Amandemen ketiga UUD 1945
dinyatakan babrwa “Pajak dan pemungutan lain vang bersifat memaksa vntuk
keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian, hukum
pajak harus dapat memberikan janvnan bagi tercapainya kepastian hukum dan
keadilan, Jaminan il dibenkan kepada pihak-pihak vang berkaitan dengmn
pemungutan pajak, vailu pefogas pajak dan Wajib Pajak.*
Dengan berpyak pada ketentuan Pasal 23A Amandernen ketiga
LIUIS 1945, maka dari sist hukom pengaturan pajak tidak boleh dilimpahkan kepada
Untang-Undang dibawabnya Narmun dengan  ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Persturan Penundang-undangan, yang
mesupakan penggant TAP MPR Nomor [H Tahun 2000, maka pengaturan pajak
boleh dilimpahkan kepada Undang-Undang dibawahnya.
Sebagainana dinyatakan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan, bahwa jenis
dan hierarld Perataran Perundang-undangan adalah sebagai berikut:**
1 Undang-Undang Dasar 1945.
2 Lindang-Undang/Peraturan Pemenntah Penggant Undang-Undang,
3. Peraturan Permexiniah,
4 Peratoran Presiden,
5 Peraturan Dacrah,

* Bohari, Pengansr Fukwn Pajak, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1999}, hal 37.
B Bohar, np.oin, hal 17,

“ Ihid, hal 37.

* Ihid, bal 37.
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b Syarat Eonomis
Menurut syaral ekonomis, pemungutan pajak fidak bolel mengganggy
keseimbangan kehidupan ckonomi. Di dalam syarat ekonomis, pajsk yang
dipungut cleh negara tidak boleh mengakibatkan terhambatnya kelancaran
produksi dan perdagangan. Jadi keseimbangan dalam kehidupan ekonomt
tidak boleh terganggu kerjanya, bahkan harus terus ditingkatkan,*®

c. Syarat Finansial

Menwut syarat finansial, pajak yang dipungut digunakan untuk
membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Agar pajak yang
masuk ke kas negara lebih besar, maks biaya pernungutannya harus
diupayakan sckecil-keatinya. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan untuk
pemungutan pajak hendaknya lebih kectl daripada pajak yang masuk ke kas
negara. Oleh karenz itu, agar keengganan masvyarakat dalam membayar
pajak bisa diperkect], maka pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang
paling menguntungkan bagi Wajib Pajak, yailu haruz sedekat mungkin

dengan saat diperalehnya penghasitan.¥?

d. Syarat Rechishilosofis
Syarat ini menceba memberikan jawaban atas pertanyaan "mengapa
negara berwenang untuk memungut pajak dart warga negaranya.” Dengan kata
lain syarat ini hendak memberiken dasar pembenaran bagl negara uniuk
memungut pajak dan rakyatnya. Ada beberapa teorl untuk memberikan
dasar pembenaran bagi negara delam memungut pajak, Teon-eon wrsebut adalah
sebagai berikut:"*
1. Teori Asuransi
Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuranst

vang harus dibayar okh sefiap orang karema fteloh  mendapatiian

*® Ibid, hal 38,
* ibid, hal 38.
8 Ibid, lal 32,
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periindungan atas hak-haknya dari negara, Teori ini mengandung

beberapa kelemahan sehaga berikut™

- Dalam hal teniadi kerugian, tidak ada gants rogs dard negars;

- Tidak ada hubungesn langsung aatara jumlah pyak yang
dibayar dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negsra karena

pengertian pajak berbeda dengan pengertian premii,

Teor Kepentingn

Teorl ini mengulor besamva pajak sesual dengan besamya
kepentingan yeng dilindungi. Semakin besar kepentingan yang
dilindungi, maka semakin besar pajak yang hans dibayar. Hal it tidak
sesual dengan ciri-city pajak, karena pajek adalsb suatu pembayaran
yang tidak ada imbalannya secara langsung dapal ditunjuk. Teori ini
mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:*°
- Tidak sesuni dengan kenyataan;
- Mengacaukan pengertian pajak dan retribusi.

Teori Bakti

Menumit teori ini, dasar pembengran bagi negara dalam
memungut pajuk adalah karena negara sebaga pedkumpulan individu
mempunyal tugas uniuk menyelenggarakan kepentingan urnum, Qleh
karena itu, timbul hak mutlak bagi negara untuk memungut pajak
kepada rakvatnya. Sebagal tanda bakti kepada negara, rakyat
mempunyai  kewgjiban  untuk  membayar pajgk.  Teori  ini
mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut™
- Negara merupakan lemnbaga yang bersifat otoniter;
- Mengabailow rasa keadilon dalam penwngutan pajak.

“* b, hal 32.
5% Ihid, hat 32
3 hid, had 33,
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4, “Teori Daya Pikul
Menurut teort ind, setiap orang wajib membayar pajsk sesual
dengan daya pikul masing-masing. Kntik yang diajukan terhadap teor
ini adalah bahwa fteorl i sebenamya bukan merupakan teor untuk
memberikan dasar pembenaran bagr negara untuk memungut pajak,

melainkan merupakan dasar untuk memungut pajak dengan seadil-

gdjmsz

24. ASASPEMUNGUTAN PAJAK
Asas-asas pemungutan pajak harus diterapkan dalam suaty sisterny perpajakan
urtuk memberikan kepastian hukam dan keadilan, Ada empat asas pemungutan pajak
yang disarankan oleh Adam Smith, yang dikenal dengan “The Four Maxims™.
Keempat asas pemungutan pajak terscbut adalah sebagai berikut:™
a Asas Feuoditydan Equity
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, vaitu harus
scimbang dengan kemampuan untuk membayar pajak {ebility fo pay) dan
sesual dengan manfaat yang diferima di bawah perlindimgan pemerintah
Setiap warga negara berpartisipast dalarn pembiayaan negaa secara proporsional
sesual dengan kemampuannyz masingwmiasing, Orang yang berada dalam keadaan

yang sama harus dikenakan pajak yang sama.**

b, Asas Corteiniy
Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang. Pemungutan pajak
harus jelss bagi semua Walib Pajak dan seluruh masvarakat serta
mempunvail  Kepastian hukum. Kepastian hulasn tersebut  diantaranya
mengendi subjek pajak, objek pajak, tanf pajak, kapan pajak hares dibayar,
berapa jurnlah pajak yang harus dibayar, dan bagaimana cara membayamya.®

2 tsidd, hal 33.

% Rasin Tavigan, Perpajakan: Teorf dan Aplikasi, {Tokaria: Raja Grafindo Persede 2005}, ha! 120,
* Rasin Tavigan, op.oit, hal 120,

* toid, bl 120,
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Memurut Mansury, kepastian hukum tersebut menyangkut empat hal
pokok sebagai berilar™®
1. Stapa yang harus dikenakan pajak;
2. Aps yang menjadi dasar pengenaan pajak;
3 Berapa jumiah pajak yang harus dibayar berdasarkan ketentuan fentang
tarif pajalk;

4. Bagaimara cara membayar jumlah pajak yang terutang,

Dengan adanya kepastian hukum dibarapkan dapat tercapai keadilan
dalam pemungutan pajak. Penentuan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,
dan prosedur pajak yang berdasarkan keadilan itulah yang harus pasti dar

senuia”’

c. Asas Lonrverdencs
Seat Wajib Pajak harus mernbayar pajak hendaknya ditentukan pada
saat yang tdak menyulitkan bagi Wajib Pajak dan pada saat yang paling
batk bags Wapih Pajak, vaitu saat terdekat dengan diterimanya penghasilan atag
keuntungan yang dikenakan pajak. Asas ini disebut juga dengan “Pay Az You
Earn (PAYEY"™

d. Asas liconomy
Pajak yang masuk ke kas negara hendaknya lebih  besar
dibandingkan dengan biaya pemmungitannya. Biaya pemungutan pajak
hendalmya sekecil mungkin, Demikizn pula dengan biaya pemenuban
kewapban perpapakan dan beban vang diptkul oleh Wapib Pajsk hendaknya juga
sekeeil mungkin.®

* Mansury (3}, Pajak Penghusitan Lanjutan, (Jakara: Ind-Hill-Co, 1996}, hal 5.
* Mapsury (3}, ap.cit., hat 5.

* Ragin Tarigan, op.cit., hal 120..

* Ihid, hal 120.
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Selain asas-asas pemungutan pajak yang dikemukan di atas, ada juga asas

penting dalam pemungutan pajak yang belum disarankan oleh Adam Smith, tetapi

menurut para pakar lainnya penting untuk diterapkan, yaitu*®

4.

2.5,

Asas Pajak Dapat Tercapal (Revenue Adequacy Principle)

Jesse Burkhed seperti yang dikutip Mansiry menyataken bahwa asas ini
dhanggap oleh pemeriniah sebagal asas terpenting karena berhubungan
dengan penerimaan pajak. Apa gunanya memungut pajak dan bersusah
payah memikirkan agar pajak dipungut secara adil dan tidak menghambat
kegiatan perekonomian kalau penerimaan pajak yang dicapai tidak memadai.
Asas il penting dalam rangka mencapai Tencana penerimaan paisk vang telah
ditetapkan

Asas Netralilas (Newtrality Principle)

Asas nefralitas berfujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidek
menghambal kemajuan ckonormi dan mengurang efisiensi perckonomisn
nasional. Namun demikoan, adakalanya pemungutan pajak dengan sengaja dipakat
oleh pemeririah untuk mempengaruhi pola konsumsi masyamkar menuju pola
hidup sederbana

George R Zodrow and Charles E. Me Lure Jr. seperti yang dikutip oleh
Mansury mengemukakan bahwa petmlites dapat dicapai dengan mengenakan
pajak yang samw atas objek pajak yang sama Dengan demikian, mengenakan
pajak yang sama alas jumiah penghasilan yang sama adalah sgialan dengan ases
keadilan dan asas netralitas =

SISTEM PEMUNGUTANPAJAK
Pernilihan sistem pemangutan pajak akan mempengaruli optimalisasi pencrimaan

pajak bag sebuah negara Sistem permungutan pajak vang dipakai di Indonesia saat i

adalah Self 4ssessment Systes Dan ssal katanya Self Assessment terdisi dani kata seff

yang artinya sendini dan fo assess yang arfinya menilai atau menghitung. Dengan

* Mansury (3), op.cit., hal 13.
*) thid, hal 13.
2 thid, hal 13,
 1bid, hat 13,
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demiidian Seff Assessment berarfi menilal slan menghiting sendid, dalam hal ini adalah
kewajiban perpajakannya®?

Self Assessment Systern adalsh suatu sistern pemungutan pajak yang menberion
kepercayaan penvh keparda Wailh Pajale untuk memenuhi dan melaksanaken sendint kewsjiban
dart hak perpajakannya. Wapb Pajak diberl kepercayaan penub untuk menghstung, menyelor,
dan melaporkan sendin kewaiiban popayskannya. Dalam sistem in] Wajib Pajak harus
aktif, sejak mendaftarkan din sebagal Wajib Pajak sampai dengan menetapkan sendin
Jjumlah pajak yang terutang dalam sato tahun pajak melalui pengisian Surat Pernbentahman
(SPT) Tahunan.*®

Dalam Self Assessment  Systenr, Surat Pemberitahuan  (SPT)  vang
disarnpaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak, pada hakikatya
merupakan alal pertanggungiawaban Wajib Pajak kepada pemerintah, atas
kepercayaan vang telah dibertkan kepadanva. Sistem ini dapat membangkitican
kesadaran Wajib Pajak untuk lebih beeperan aktif dan patuh di dalam menjalankan

kewajiban perpajakanmnya. %

Kepatuhan Wajib Paak meropakan wkwan bahwa Wajlb Pajak telah melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan bak. Indikasi adanya kepaiuhan ini apabila Wajib Pajak feloh
menghitmg, memperuiungiean, menyetor, dan melaporkan sendin selrub kewsjiban perpajakanmys
sesus ketentuan yang berfaku, Pengawasan dan pelaksanasn penegakan hukum (law
enforcement) menjadi hal yang esensial di dalam Self dssessment System agar sistem

tersebut dapat berjaian lebih efektif,*

Kepercayaan yang dibenkan pemerintah akan mudah dilalaiken ateu
disalahgunakan oleh Wajib Pajak tanpa adanya pengawasan vang baik. Sanksi
yang tegas harus dilerapkan bagi ysng melanggar kewajiban perpajakan agar Self
Assessment System dapat mencapai hesil yang optimal. Wajib Papuk diharapkan
akan takut untuk mencoba menyalahgnnakan dengan sengaja aftau melalaikan

kewajiban perpajakarmya karena adanya ancaman sanksi yang tegas. Pemberian

* M. Djafar Saidi, op.ric, hal 144,
% Ihid, hal 145,

® Diaz Priantara, op.cit, hal 23,
 Ibid, hal 23,
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sanksi dapat menjadi upaya /aw enforcement agar ketentuan perpajakan benar-

benar dipastikan dilaksanakan sepemihnya oleh Wajib Pajak.™

2.6. KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
2.6.1. KEPASTIAN HUKUM

Kepastan hukum adaleh suatu nilal. Scbagai suatu nilai, eserst dan kepastian
hukurn adalah masalah pedindungan darl dndakan sewenang-wenang. Nilai tersebut
mempunyal hubungan yang erat dengan hukurn tertulis. Kepastian hukum merupakan cig
yang fidak dapat dipisabkan dad hubum, terutama bukwm fertulis. Kepastian hukum
merupakan salah satu syarat yang barus dipermlid dalam penegakan hilum. Hukuen tanpa
nilai kepastian akan kelnlangan malkma karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagt
semua orang

Kepastian hukum i menjadikan hukum sebagai institust netral, dengan
demikian isi hukum tidak ditafsirkan berst sebelah dan memihak, Setiap hukum
tertulis harus dirumuskan secara eksplisit, cermat, tepat dan diwujudkan dalam
bentuk Undang-Undang, Namun, kepustian hukum tdak saja momerlukan
kezbsahan Undang-Undang, fetapl juga menuntut isi Undang-Undang tersebut
dapat dilaksanakan dengan kepastian, vait dapat diberlakukan, ™

Kepastian hukum bertujuan memberikan perfindungan kepada mdividu
terhadap tGndakan sewenang-wenang individu lainnya dan pemerintah. Kepastian
hukum dikaitkan dengan apa yang diharapkan individu kepada pemerintab,
termasuk kepercayaan akan konsistensi keputusan dan administrasi pemerintahan,
Kepastian hukum ity barus menjadi nilal bagi setiap pihak dalam setiap sendi
kehidupan.”’

Kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan diperlukan untuk
memberikan periindungan kepada Wajib Pajak dad tindakan sewenang-wenang pefugas
pajak, Qleh karena it kepastian hukum sangat terkait dengan kepercavaan Wajib
Pajak kepada petugas pajak.”

& fhid, hal 126,

# Sudikao Merickusuma, Meugenal Hekum, {Yogvakarta: Majn, 1991), hal 145,

* Soestandyo Wignyesoebroto, Menggngas Terwwiudiya Peradilan yong rdependen dengon
Hakim Profesional ypoy Tiduk Memihak, (Jaksua: Baletin Komisi Yugisial VelINed), nl 16

* Sostandyc Wignyosoobrats, ap.oir, bal 16,

* M. Diafar Saidiop.cir, hal 145,
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Kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan sangat tergantung
pada susunan kata, susunan kalimat, penggunaan istilah dan pembakuan istilah,
Dalam pembakaan stilah atau pembedan definisi harus diupayakan tidak
tevdapat celah (Joop holes) yaog dapat diartikan lain. Di samping itu juga harus
diupayakan tidak membertkan definist terlalu Tuas sehingga sulit dipahami dan
menambah ketidakpastian hukum, ™

Dafam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusshakan supaya
ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, tegas, dan tidak
mengandung arti ganda. Kefentvan yang dimuat di dalam Undang-Undang
Perpajakan juga tidak boleh memberikan keragu-raguan dan hkarus dapal
diterapkan secara konsisten untuk keadaan yang sama secara terus-menerus.

Undang-Undang Perpajakan harus disusun sedemikian rupa sehingga
tidak menimbulkan peluang kepada siapa pun untuk memberikan penafsiran
berbeda dengan yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang. Karena tanpa
kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.”

Untek  memberikan  kepastian hukum  di  dalam  Undang-Undang
Perpajakan, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:’®

a Maten/obyek

b. Subyek vang terkait

c. Pendefinisian

d. Penvempitan dan perluzsan materi

. Penggunaan bahasa hukum dan istilah yang baku

Materi/Obyek

Materi/obyek harus diuratkan secara jelas dan tegas, tidak menimbulkan
keragu-raguan serta tidak memimbulkan kesempatan kepada pihak mana pun
untuk memberikan penafsiran lain, Penggunaan bahasa dan cara menguraikan

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian hukum,

“ Rochmat Seemitro (8), Pejak Ditinjau Dori Segi Hdkum, {Bandung: PT. Eresco, 1988}, hal 6.
* Rochmat Seemitru (4), op.cit, bal &

P 1bid, hal 7.

*® toid, hal 7.
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Demikian juga penggunaan istilah yang sudab baku akan mempertinggi kejelasan

dan kepastian hukum.”

Subyek yang Terkait

Subyek yang terkait harus diuraikan secara jelas dan tegas dengan
menyebutkan kualifikasinya, sifat, ciri, tempat, dan waktu. Subyek dan obyek
harus didefinisikan sedemikian rupa schingga tidak dapat ditafsirkan lain. Jika
masth dapat ditafsirkan Jain, mungkin akan terjadi bahwa subyek atau obyek yang
tidak tercakup dalam definisi itu akan dapat dimasukkan di dalammnya. Hal ini
akan berakibal bahwa sesuaty yang semula tidak dikenakan pajak, menjadi

dikenakan pajak.”™

Pendefinisian

Dalam pendefinisian harus dijaga supaya tidak terdapat celah (Joop Jioles)
yang dapat diartikan lain. Pendefinisian harus dilakukan secara jelas agar lebih
mudah dimengerti. Pendefinisian dapat dilakukan secara jelas bila di dalamnya
tercakup unsur-unsur dan oiri-cirt dari hal vang akan didefinisikan. Di samping
iy dalam pendefinisian juga harus diupayakan supaya tidak terlalu luas sehingga
sulit dipahami dan mengurangi kepastian hukum.”

Jika pendefinisian dilakukan secara tidak jelas, maka akan mengurangi
kepastian hukum. Setiap orang akan berusaha untuk memberikan penafsiran
menurul seleranya masing-masing dan mommbulkan kestpangsiuras. Secara
praklis para pelaksana akan memberikan penafsiran Karena secara langsung harus
menerapkan ketentuan tersebuf, Mungkin juga para pelaksana di tempat lain akan
memberikan penafsiran vang berbeda ™

Sisternatika pendefinisian mempunyat peranan yang sangat penting.
Pendefinisian dapat dilakukan sccara Juas dan secara sempit, keduanya
mempunyal konsekuensi masing-masing. Pendefinisian secara sempitf, lebih

memberikan kepastian hukum karena menggunaksn cara yang tegas dan jelas,

 hid, pal .

“ b, hel

* Rochmat Snemitro (1), Ases dan Dasar Prrpaiakan f, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004},
hal 22.

" Rochmat Soemitro (4), ep.eit., bial 9,
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Dalam hal ini, yang tenmasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Perpajakan
terbatas yang disebutkan saja, sedangkan vang tidak disebutkan secars positif
lidak tercakup dalam ruang lingkup Undang-Undang Perpajakan.”’

Penyempitan dan Perluasan Materi

Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus
dilakukan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan
kepastian hukum. Penyempitan dan perluasan materi sama sekali tidak
dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan vang lebih rendah dari Undang-
Undang Perpajakan atau dilakukan di dalam memoni penjelasan.™

Jika ketentuan semacam ity dimasukkan ke dalam memori penjelasan atau
dituangkan ke dalam peratyan pemerintah, keputusan presiden atau kepuiusan
menter:, maka penyempitan dan perluasan materi fersebut tidak mempunyat
kekuatan hukum dan dapat mengurangi kepastian hukum. Apabila hal ini tegadi
dalam prakiek dan menjadi sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal

Pajak, maka harus diputuskan ofeh pengadilan.™

Pengeunaan Bahasa Hukum dag Istilah yang Baku

Kapastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum vang
tepat dan istilah yang basku. Bghasa hukum adalah bahasa Indonesia yang
mempunyai sifat yang khas dan lazim digunakar oleh para ahli hukum. Bghasa
hukum harus singkat, tegas, jelay, tidak mengandung keragu-ragnan dan tidak
mengandung arti ganda.®

Karena bahasa hukum merpakan bahasa Indonesis, maka kepastian
hukam jouga banyak bergantung kepads penpgunaan bahasa donesia yang baik
dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia harus tunduk kepada norma-norma
bahasa Indonesia yang sudah baku, Jika di dalam bahasa hukum terdapat istilah

yvang sudah dibakukan, maka sebaiknya istilah tescbut digunskan di dalam

 thid, lal 9.

2 thid, Ial 10.
5 thid, hal 10.
# thid, hal 10
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Undang-Undang Perpajakan. Istilabh yang baku sebaiknya digunakan secara
kensisten dan pasti.>

Dalam pendefinisian, hendakaya digunakan istilah yang sama karena
penggunaan istilab yang berlainan dan tidak konsisien, dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum., Dalam menyusun Undang-Undang Perpajakan, bshasz
harus digunakan dengan hati-hati karena ketidalgelasan isi Undang-Undang
Perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan sengketa

yang berkepanjangan.*®

2.6.2. KEADILAN

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suat ratanan masyarakat yang mengatur
hubungan tmbal balik antar manusia dan memberikan perdindungan bagi mercka yang
mencari kebenaran, Keadilan edalah fngkah lskue maousia sesual dengan tetanan
masyarakat yang dipandang adit dan memuaskan sermua orang.”’

Menurut Hans Kelsen, upaya untuk memuaskan keadilan bagi setiap orang sulit
drejudkan, karenz itu penckanan keadilan difokuskan kepada pendapat mayoritas.
Keadilan yang dirasakan oleh mavoritas penduduk dapat dipandang sebagai keadilan yang
mewakili masyarakat secara urrvm, ¥

Menurut John Rawls keadilan adalah sikap tak memihak wntuk mewnjudkan
persamaan dan kewajaran, Keadilan adalah kewajaran, artinya setiap orang yang ingin
mengembangkan kepentingannyas harus mendapatken kesempatan yang sama. Seliap
grang bediak mendapatkan keandilan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siaps pon.
Upaya uniuk mewujudkan kesejahteraan sosial tdak seharusnya merusak kehidupan
irclividu dengan membatasi hak-hale dasar individu,*

Ada yang memahami Keadilan sebagar kehebasan, sebagai keadaan jiwa atau
sikap dan sebagal kebenaran, Bagi yang mendasarkan keyalanannya dari segt kebebasar,
keadilan adalah bagian mutlak dari hidup manusia yang memberikan kesempatan bagi
manusia untuk dapat berkembang secara bebas. Bagl yang memahaminya scbagai

* fbid, hal 10,

*® thid, ol 12.

* Hans Kelsen, What iy Justive? Justice Low and Politics in the Mirror of Science, {Los Angeles:
Universicy of California Press, 1957, hal L

* Hans Kelsen, opoiz, bal 1.

* Johw Rawls, 4 Theory of Justive, (Massachusetts: Harvard University Press, 19953, hal 15,
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keadlaan pwa stau sikap, keadilan bukaniah sesuafu yang dapat divbab secarz logika atau
penalaran, melainkan melibatkan keseluwruhan pribadi sescorang, Selanjuinys bagt yang
menckankan pada kebenaran, keadilan adalah suatu uszha untuk mendapatkan kebenaran
dan bertindak adil artinya bertindak secara benar,”°

Aspek penting dalam keadilan adalah menghapuskan sisi-sisi perbedaan antara
mehivicht dengan golongan dan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.
Keadilan sebagai sesuat vang berimbang tidak harus selalu sama berar, tetapl juga harus
ada harmonisssi antara bagian-bagian atau pihak-pihale schingga membentuk suatu
kesatuan yang harmonss. Keadilan adalah menempatkan sesuate pada tompat yang benar,
wnfuk 1t diperlukan keanfan dand anggofa masyarakat yang terlibat dalam pembuatan
kepulusan‘m

Menurut Daniel Webster keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur.
Keadilan selalu dicari orang tanpa henti, diperjuangkan orang dengen gigh, dan
dinantikan orang dengan penuh kepercayaan din. Setiap orang akan menentang dengan
sekerns-kerasya apabila keadilan tidak diberikan ™

Menurut Arstoteles keadilan adaleh suatu kebijakan yang aturan-shwannya
rrenacds desar dan peraturan negara dan aturan-sfuran inl merupakan ukuyen tenfang apa
yang hak. Dalam hal il orang bans mengendabikan din tidak mempercleh keuntingan
bagl dii sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau
menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain.”

pemrut Anstoteles huloum bertujuan untok menciptakan keadilan, Sesuai dengan
tjuan hukum ity, maka tyjean hukum pajak pun adalah untuk menciptakan keadilan,
Dengan demikian, setiap ketentuan vang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan harus
mencerminkan keadilan. Oleh karema i, ketentuan fersebut harus dibvat dengan
mernperhatikan perkembangan yang {erjadi di masyarakat dan harus dilandasi oleh tujuan
yang jelas agar dapat diterapkan dengan adil. Ketentwan Undang-Undang Perpajakan
harus jelas, lengkap, dapat diandalkan, tidak mudah berubah-ubah, Bdak memungkinkan
terjadinya peoaliiran ganda, dan adil™

* Joha Rawls, ap.cin, hal L1,

' Khairul Bayan, Penegokan Keadilan di hudonesin, {Jakama: Ilmiak Publishers, 2004), hal 151,
% [sa Sindian Djajadiningrat, op,cit., ha) 29,

" fhid, hat 29,

* Gri Pudyatmoko (1), op.cir., hat 133,
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Keadilan ini harus senanbiasa dipegang teguh, batk dalem peraturan
perundang-undangan maupun dalam prakeek sehan-hard Sefiop anggota magyarakat
khususnva rasyarakat yang tergolong sehagal Wagib Pajak mengingimkan adanya keadilan dan
kepastiar hukum, Oleh karena 10 diperiukan Undang-Undang Perpajakan vang memberikan
keodilan dan kepastian hukurn kepada Waiih Pajak. Kepastian hulkum atas sustu Undang-
Undang Perpgjakan harus mencenminkan keadilan di datam masyarakat. ™

Berkenaan dengan keadilan dalam pemungutan pajak, Musgrave berpendapat
bahwa ada dua pendekatan dalarm menentukan keadilan, yaitu:"

a Prinsip Manfaat (Henefit Principle),

b, Princip Kemampuan Mermbayar (4bdiyto Pay Prinaple) .

Prinsip Manfaat

Pendekatan dengan prinsip manfaat menvatskan bahwa suate  sistem
pemunguian pajak dikatekan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib
Pajak sesuai dengan rmanfaat vang diperolehnya dari jasa-jasa pernerintah. Berdasarkan
prinsip ini, maka sistem pemungutan pajak yeng benar-benar adil akan berbeda-beda

tergantung pada stralctar pengeluaran permerintah.”’

Prinsip Kemampuan Membayar

Pendekatan dengan pringip kemampuan membayar menvatakan bahwa
perckonoran dan pembangunan memeriukan suatu jemingn penerimaan pajak tertenty, dan
setiap Wajib Pajak diminta untuk ikut membiayai sesuai dengan kemampuannys.
Dalam hal mi setiap Wajib Pajak harus menyumbang sesual dengan kemampuannys

. .
MASZ-ITASHIE, 8

_w Wirawan B. Hyas dan Richurd Burton, Mukue Pojek, (Jakerta: Salernbs Bapat, 2008}, hal 157,
¥ Richard A. Musgrave and Pegay B, Musprave, Public Finance in Theory amd Practice, {Singapors:
MeGraw-Hill Beok Comparny, 1993, hal 223,

%7 Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, ap.cir,, hal 223,

% 1bid, hal 223.
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Mansury membedakan keadilan dalam pemungutan pajak menjedi dua macam
yaitu keadin hortzontal dan keadilan vertikal, Keadilan horizontal adalah keadilan yang dicapai
melalui pengenaan pajak yang sama atas penghasilan yang sama, tanpa membedakan
jenis-jenis penghasilan. Sedangkan keadilan vertikal adalah keadilan vang dicapai
melalul pengenaan pajak yang berbeda atas penghasilan yang berbeda Semakin
besar juntlah penghasilan seorang Wajib Pajak, maka semakin besar tarif pajak yang
harus dikenalkan atas penghasilan Wajib Pajak tersebut >

2.7,  FUNGSI SANKSI ADMINISTRASI

Fungsi sanksi dalam hukum untuk memberi wibawa kepada hukum dan
memaksa setiap orang untuk mematuhi hukum. Sanksi hukum harus dapat
dipaksakan, karena hukum tenpa sanksi tidak dapat ditegakkan dengan baik.
Hukum pajak memberikan kewajiban kepada para warga negara untuk ikut serta
dalam pembiayaan negara, yang berguna bagi kesinambungan hidup negara. Oleh
karena ily, sanksi memegang peranan yang sangat penting di dalam hukum pajak,
Sanksi di dalam hukum pajak merupakan alat utama untuk memaksa seseorang
mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakaen.'™

Pada umumnya Wajib Pajak enggan membayar pajak karcna pajak tidak
memberikan imbalan yang langsung dapat ditunjuk. Oleh karens itu, pemerintah
harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat uniuvk  meningkatkan
kepatuhan Wagib Pajak. Di samping itu, juga diperlukan adunya sanksi yang
dapat digunakan untuk memaksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan Undang-
Undang Perpajekan. Sanksi dibarapkan dapat memberikan dampak kepada
peningkalan kepatuhan Waiib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan perundange-undangan yang berlaku. ™!

Undang-Undang Perpajakan memuat ketentuan mengenai sankst administrast
yang dapat dikenskan kepada Wajib Pajsk yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Sankst
administrasl sebagal upaya untuk memakss Waiib Pajak agar mematuhi ketentuan-

kewentuan vang ferkait dengan pelaksanasn kewajiban 41 bidang perpajakan

w3

Mansury {3}, opedd, hal 9.
"% Rachimst Scemitro {4), op.eit., hal 89,
" 1bid, hat 89.

Univergitas Indonesia

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH Ul, 2009



33

Sekahipun sanksi adminmistrasi sebagal upaya unfuk memaksa Wajib Pajek, namun
petugas pajak tidak boleh sewernmng-wenang dalam menerapkannys, oz

Ketentuan mengenal pengenaan sankst administrasi menipakan wupud fow
enforcement terhadap Waiib Pajak. Sanksi administrasi azdalah sanksi yeng
dikenakan kepada Wajib Pajsk karena melakokan kesalahan administratif dengan
tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi administrasi
selalu berupa “sejumlah uang”, baik suatu junlah tetap atau suatu perkalian atau persenitase
dan jumish pajak yang lerulang, Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi tiga
macam, vaitu sanksi administrasj berupa bungs, denda, dan kenaikan,'™

Dalam hel ind, yang mengenakan sanksl administrasi adalah petugas pajak yang
telah diberi wewenang dan kewsjiban untuk melaksanakan segala ketentuan di dalam
Uindang-Undang Perpajakan. Namun dermikian, dapat saja tegadi dalam praktek, bahwa
sanksi administrast yang dikenakan kepada Walib Pajak, disebabkan oleh ketidaktelitian
petigas pajak sehiingga membebanl Wajib Pajak yeng tidak bersalah stau tidak
memahami paraturan perpajaken.'*

Penerapan sanksi administrasi akan lebih efektif jika imbangl dengan
penyuluhan kepada Wajib Pajak. Hal ini dimaksudken untuk meningkatkan
pemahaman Wajib Pajak terhadap paraturan perpajakan dan meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena
itu, penyuluhan yang efeltil kepada masyarakat sangat diperlukan, di samping
adanya pencrapan sankst administrasi,

Penerapan sanksi  adminisirast yang cepat, tepat, den tegas, akan
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan Wapb Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan sesual  dengan ketentwan peraluran
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan sanksi administrasi
harns dilakukan dengan adil ontuk menjamin adanya kepastian hukum dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakan, 18

"2 M. Diafar Saidi, op.cit, hal 263
¥ bid, ot 265.
" Ihid, hal 266.
W3 thid, hal 266.
' Ibid, hol 267.
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Wajib Pajak mempunyai hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan
apabils dalam pengenaan sanksi administrasi merasa diperlakukan tidak adil. Hal
i dapat dilakukan melalui pengajuen permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi admiristrasi. Di dalam Pasal 36 ayat (1) hwf a2 UU KUY diatur mengenai
kewenangan Direktur Jenderal Pajok unfuk mengurangkan atan menghapuskan  sanksi
adnunistrasl yang dikenakan karena kekhulafan Wajib Pajak ateu bukan karena
kesalahannya'”’

Apabila Wajlb Paiak  mengajukan  permohonan  pengurangan  atau
penghapusan sanksi administrast yang dikenakan karena kekhilafin Waiib Pajak atau
bukan karens kesalahannya, maka Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:'**

1 {(satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;

b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

memberikan alasan yang jelss dan meyakinkan unik  mendukung

permohonannya;

c. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wapb
Paigk terdaftar;

d. Permolionan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan

ditandatangani oleh bukan Whajib Pajak, maka harus dilampinl dengan
surat kuzsa khusus,

a. Tidak melebils jangka wakte 3 (g} bulan sejak tanggal ditebitban surat
ketetapan pajak, kecual apabila Wajlb Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu terscbut fidak dapat dipenuhi karena keadaan di tuar kekusssannya.

2.8. KEKHILAFAN DAN KESALAHAN
2.8.1. KEKHILAFAN

Kekhilafan menumat Rochimat Soemitto adalah kesalashan vang dilakokan Gdak
dengan sengajs, melainkan tegadi karena pelakunya khilaf, kurang memperhatikan keadaan
atan alpa. Misalava: Wajib Pajak sedang berada di luar negeri atau sedang sakit

keras, sehingga Waiib Pajak tersebut lupa untuk melaporkan Surat Pemberitahuan

Y7 fhid, hal 267,
W fhidd, hal 267.
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{SPT) tepat pada waktunya. Sebagai akibatnya petugas pajak mengenakan sanksi
administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT tersebut. Sanksi adovinistrasi i
dikenakan karena kekhilafan Wajthb Pajak atau bukan karepa kesalshan yang
disengaja 1%

Menurut Kamus Hukum kekhilafan berarti keslpaan, kelalaian, kurang
mengindahkan, kurang memperhatikan, dan kurang hati-hati. Di datarn kekhilafan

terdapat adanya faktor ketidakhati-hatian. '’

2.8.2.. KESALAHAN

Kesalahan menurut Rochimat Scemitto adalah perbuatan melanggar peraturan yang
dilakukan dengan sengajs dan secara sadss. Misalnyva: Wajlb Pajak dengan sengaja dan
secara sadar tidak menyetorkan pajsk yang terutang tepat pada waktunya Sebagai akibatmys
petugas pajak mengenakan sapksi administrasi atas keterlambatan pesyetoran
paiak tersebut. Sanksi administrast ity dikenakan karena kesalahan Wajib Pajak
vang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar.’!

Sengaja berarti kehendak yang disadan untuk melakukan perbuatan
tertentu. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti dilakukan secara sadar.
dan zkibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki, Menurui Kamus Besar
Bahasa Indonesia, sengaja berarti dimaksudkan dan tidak secara kebetulan.

Dengan sengaia berarli menghendaki dan mengetah i 8

% Rochmat Soemitva {1}, Asas dan Dusar Perpajnkan 3, (Bandung: PT. Eresco, 1989, hal 16
% Moeliatno, Asas-dxas Hehuan Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002}, hal 198

R ochmat Soemitra {3), ep.cir., bal 18,

" Andi Hamzah, dras-dsas Hubwop Pidane, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1994}, hal 106,
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KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI

3.1. SANKSI ADMINISTRAS]I BERUPA BUNGA, DENDA,

DAN KENAIKAN

Undang-Undang Perpajakan memuat ketentuan mengenal sanksi admmistrasi
vang dapat dikenskan kepada Wajib Pajak yang tdak memenuhi kewajiban
perpajakan sebagaimana ditentukan di dalam Usdang-Undang Perpajskan. Sanksi
administrasi sebagai upaya untuk memalksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan-
ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.
Sekalipun sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak, namun
petugas pajak tidak boleh sewenapng-wenang dalam menerapkannya.’ &

Ketertuan mengenal pengenaan sankst administras merupakan wijud Jaw
enforcanient terhadap Wajib Pajak yang tidek melaksanakan kewajiban perpajakan
dengan baik. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak
yang melakukan kesalabhan administraiif karena tidalc memaluly kefentuan peraturan
perundang-undangan perpajaken, Sanksi adnunistrast selalu berupa “sejurnldh vang”, baik
suatu jumiah teap atau suaty pedkalion atau persentass dan jumigh pajak yang terutang

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi figa nwecam, yaiu sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenalkan, Ketentuan tentang sanks) administrasi
diatar di dalern Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Ummen dan Tata Cama
Perpajakan (UU KUP)'

J3.1.1. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi admimistrasi yang dikenakan
kepada Wajib Pajak karcna melakukan kesalahan admindstrasif yang terkait dengan
pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak. Misalnya: Wajib Pajak tidak atau kurang
membayar pajak yang terutang, Wajib Pajak membayar pajak tetapt mielewati batas

" M. Djafar Saidi, op.cit, hal 265.
' 1bid, hal 265.
13 1hid, hal 266.
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waktn yang ditentokan. Sankst administrasi berupa bunea adalsh sankst administras yang
dikenakan kepada Wajib Pajak dalam rangka menegakkan bukum pajak ' *®
Beberapa ketenfuan di dalam UL KUP yang mengaftur tentang sanksi
administrasi berupa bunga antara lain:' "’
a, Pasal § ayat (2}
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendinn Surat Pemberitahuan
Tahunan yang wmengakibatkan utang pajak menjadi lebih  besar,
kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% {duz
persen} per bulan ales jumlsh pajak yang kurang dibayar, dihitung
gejak saal penyampaian Surat Pemberitahuan beralthir sammpal dengan
tarspgal pembayaran, dan bagian dar bulan dilutung penvh 1 (satu)

bulan.

b, Pasal 8 ayat (2a):
Dalam hal Wajik Pajak membetulkan sendini Surat Pemberitshuan
Masa yang mengalcbatican utang pajak menjadi Iehih besar, kepadanya
dikenai sanksi admimstras berupa bunga sebesar 2% {dua persen) per
bulan atas jumlah pajak yeng kurang dibayar, dilitung sejak jatub
ternpo pembayaran sanpai dengan tangeal pembayaran, dan bagian dard
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

<. Pasal 9 ayat (2a):;
Persbayaran atau penyeloran  pajek schagaimans dimaksad  pada ayal
{1}, yang dilakukan sclelah tanggal 1atub tetipo pembayaran atau penyeioran
pajak, dikenal sarksi adrmnistrast berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan yang dihitung darl tanggal jatuh tempo pembayaran sampal dengan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penub 1 (sat) bulan.

P hid, hal 266
"7 Urdung-Undang Nemor 28 Tahon 2007 tentang Perubshan Ketigs afas Undang-Undang Nomior 6
Tohun 1981 watang Ketenan U dan Tata Cara Perpaiakan,
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d. Pasal & ayat (2h):
Atas perbayaran sian penyeioran pajak sehagaimana dimaksud pada ayat
(2), vang dildukan setelesh tnggal jptuh tempo penyampaian Sura
Pembentahuan Tahunan, dikenal sanksi admiristrast borupa bunga sebesar
2% {dua perven} per bulan yvang dihifung mulai dart berakhirmya batas waktu
pervampaian Surat Pemnberitabuan Tahunan sampai dengan  tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitng penah | {satu} bulan.

€ Pasal 13 ayat (2}

Jumibsh kekurangan pajek yang terutang dalam Swrat Kefetapan Pajak
Kurang Bayar schagaimana dimaksud pada ayat {1) hwuf a dan haof e
ditambah dengan sanks administrast benupa bunga sehesar 2% (dua persen)
per bulan paling lama 24 (dua pulh empat) bulan, dibiting sejak saat
tertangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, alsu
Tahury Pajak sampal dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar.

f Pasal 13 ayal {5):

Walaupun jangka wakte 5 (ima) tahun sebagaimeana dimaksud pada ayat
(13 telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurapg Bavar tefap dapat
diterbitkan ditarmbah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat
puluh delapan persen} dari jumiah pajak yang tidak atau kurang dibayar,
apabila Wajib Pajak scielab jangia wakiu tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
yang dapat menimbulkan kenigian pada pendapatan negara berdasarkars
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatar hukum tetap.

g Pasal 14 ayat (3);
Jumlah kekwrangen pajak yang tentiang dalam Surat Tagihan Pajak
schagaimana dimaksud pada ayat (1) hursf 2 dan huruf b ditambah
dengan sanksi adiministrasi berupa bunga schesar 2% {dua persen) per
bulan untuk paling lams 24 {dua puluh empat) bulan, dilihung sgjak saat
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ferutangnya pajak atau berskhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajek,
atau Tahun Pajak sampal dengan diterbiikannya Surat Tagihan Pgjak.

h Pasal 15 ayat (4):

Apabila jangka waktu 5 (ma) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
telah Jewst, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat
diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% {empat
pulith delapan persen) dan jwmlah pajak vang tidak atau kurang dibayar,
dalar hal Wajih Pajak scielah jangka wakiu 5 (lima) tahun teosebut
dipidana karenz melakukan tindak pidana di bidang perpajakan slau
tindak pidana keinnya yang dapat menimbulkan kerngian pada pendapatan
negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatar hukum tetap.,

1. Pasal 19 ayat (1):

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tembahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Puiusan Banding atau Putusan Peninjauan
Kembali, vang menyebabkan jumilah pajak yeng masth harus dibayar
beriambab, pads saat jafuh fempo pelunasan tidsk atsu kurang bavar,
atas jumlah pajak yang fidak atau kurang dibayar i dikenal sanksi
administasi berupa bunga schesar 2% (dua persen) per bulan untuk
sehwruht masa, vang dibitung dan tanggal jatuh tempo sampai dengan
tanggal pelunasan atag tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan
bagian dari bulan dihitung penub 1 (satu) bidan

3 Pasal 19 ayat (2
Palam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda
pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih

harus dibayar, dan bagian dart bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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k Fasal 19 ayat (3}:
Dalan: hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian
Surat Pemberitshugn  Tahunan dan  ternyata  penghitungan
sementara pajak yang tenutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (5) kurang dani jumlah pajak yang sebenarnya terutang, stas
kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenai bunga sebesar 2%
{dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf ¢ sampai
dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran fersebut, dan

bagian dart bulan dihitung penuh 1 (satu} bulan.

31.2.  Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sartksi administrast berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada
Wajib Pajak karena melakukan kesalahian administratif yang terkait dengan pelaksanaan
kewajiban pelaporan, Misalnya: Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitabuan
dalam jangka waktu yang telah ditetaplan, Sankesi adminisirasi berupa denda adalah sanksd
adminisiasi yang dikenakan kepada Wigib Pajak dalam ringka menegaldan hukun pajak''®

Beberapz kefentuan di dalam UU KUP yang mengatur fentang sanksi
adminisirasi berupa denda aotara laine''°

a. Pasal 7ayat {1}

Apsbila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangks waktu
schagaimapa dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3} atau batas waktu
perpanjangan penyampaian Sural Pemberiiahugan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4}, dikenal sanksi administrasi berupa denda schesar
Rp 500000 (liea ratus ribu rupiah) untuk Swat Pemberitzhuan Masa
Pajak Pertambahan Nilfai, Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1,000,000 (satu juta rupiah)
untuk Surat Pemberitabuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,

P ML Djalar Saidi, op.cit., hal 273,
“* Undang-Undang Nomor 28§ Tahun 2007 1entang Perubahan Ketiga asas Unilang-Undang Nomor 6
Tabun 1983 sentang Kerentuan Umum dan Taia Cars Perpaiakan,
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serta sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah} untuk Sumst Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b, Pasal & ayat (3):

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tefapi bohum
difakukan tindakan penyidikan mengenal adanyva ketidakbenaran yang
difakukan Wajib Pejok schagaimana dimaksud dalam Pasal 38, rerhadap
ketidakbenaran perbusian Walb Pajak tersebul fidak akan dilakukan
penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendin mengunghaphen
ketidakbenaran perbuatannya terschut dengan disentai pelunasan kekurangan
porrbeyaray paniah paisk veng sebhenarnya  terutang beseria  sanket
administrasi beripa denda sebesar 150% {seratus lima puluh pesen) dan
Jumlah pajak yang kurang dibaya

¢, Pasal 14 ayat (4):
Terhadap pengusaha ataw Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada avat {1} buruf & huruf ¢ atau huruf £ masing-masing, selain wajib
menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda

sebesar 2% (dua persen) dan Dasar Pengenaan Pajake

313, Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanks) administrasi berupa kenaikan adalah sankst adminisiras: vang dikenakan kepada
Wajibs Pajak kerena tidak membayer pajak vang (erutang sesusi dengan keadaan yang seberzrmva,
Pengenaan senksi administrast berupa kenaikan dimaksudken agar Wagib Pajak tidak berupaya
untuk melakakan penghindaran pembayamn pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada
perdapatan nogara Sarkst administrest berupa kenalkan adalah sanksl admnisiasi yvang
dikenakan kepada Wajib Pajak dalam rangla menegakkan hukum pajak. =

ML Diafar Saidi, op.oiv, hal 277,
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Beberapa ketentvan di dalam UU KUFP yang mengatur tentang sanksi
adrinistrasi berupa kenatkan antara lain:'*’
A Pasal 8 ayat {5}
Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dani pengunghkapan
ketidakbenaran pengisian Sural Pemberitalnian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) beserta sanksi adniinistrasi berupa kenaikan sebesar 50%
{lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilmasi oleh
Wajib Pajak sebelum laporan tersendin dimaksud disampaikan,

b Pasal 13 ayat (3

Jfumiah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huraf' b, huref ¢, dan huruf 4

ditambak dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sehesar:

(1) 30% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan vang tidak
atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

{2) 100% {seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak
atay kuarang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak
atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut telapi tidak
atau kurang disetor;

{1 100% (seratus porsen) dard Pajak Pertambahan Milai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
tidak atau kurang dibayar.

¢ Pasal 13A:
Wajib Pajak vang karena kealpaannya tidak menvampeikan Surat
Pembernitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitabuan, telaps
isinya hidak benar atau ddak lengkap, atau melampirkan keterangan
yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian
pada penddpatan negara, tidsk dikenal sanksi pidana apabila
kealpaan tersebul pertama kali dilakukan oleh Wapb Pajak dan

Wajib Pajak tersebui wajib melunasi kekurangan pembayaran

#* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 temang Perubahan Ketiga asas Lindany-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentman Vmum dan Tata Cara Perpajakan.
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jumlah pajak vang terutang beserta sanksi administrasi berupa
kenarkan sebesar 200% {(dua ratus persen) dari jumish pajak vang
kurang dibayar yang ditetapkan melatui penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar.

Pasal 15 ayat (2):

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi sdministrasi berupa
kenmkan sebesar 100% (seratus persen) dani jumish kekurangan pajak
erschut

Pasal 17 C ayat(5):

Apabila berdasarikan hasi] pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {4),
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
jumiah kekuwrangan pajak ditambsh dengan sanksi administrasi benipa
kenaikan sebesar 100% (serstus pemen) dad jumlbsh  kekwangan
pembayaran pajak.

Pasal 17 D ayat (5):

Jika berdasarkan hasil perenksnan sebagaimana dimaksud pada avat (4),
Dhirekivr Jenderal Pajalk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
namiah pajak vang lomang dibayar ditambah dengan sankst administrast
berupa kenaikan sebesar 100% (serdius persen).

Dari urgian di atas, secara garls besar dapat dibedakan antara sarksi admiristrasi

berupa bunga, denda, dan kenatkan sebagai berikut: ¥

a

Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajek karena
melakukan kesalahan administratif vang terkait dengan pelaksansan kewajiban
pembayaran pajak. Misaloya: Wailh Pajak tidak atau kurang membavar pajak
yang terutang, Wajlb Pajak membayar pajak tetapi melewali batas wektu vang
ditentukan.

122

Sony Devano dan 8iti Kurmia Rahayw, Perpgfakan: Kousep, Teori, dan Fsu, (Jakana: Kencana,
2066), hal 198,
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b. Denda adalah sanksl admiristasi ymng dikenakan kepade Waib Pajak karena
melakudean kesalahan administratif vang terkait dengan pelaksanaan kewajiban
pelaporan. Misainya: Wapb Pajak tidak menyampaikan Surat Pernberitahuan dalam
jangka waktu yang lelah ditetapkan,

e Kenatkan adalah sanksi adminisrast yang dikenakan kepada Wailb Pajal karenn fidak
membayar pajak yang kndang sesoal dengan keadaan yang seberamya. Pengenaan
sankst administrasi berupa kenaikan dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak berupaya untuk
melakukan penghirdarn perbayam pajak karena dapat menimbulkan kerugilan pada
pendapatan neguara.

Sedangkan ketentuan mengenai sanksi pidana diatur di dalam Pasal 38 dan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 teatang Perubshan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimalecud di dalam Pasal tersebut
bukan merupakan kesalahan adrnistratif melainkan merupakan tindak pidana di bidang

perpajakan.

3.2. DASAR HUKUM PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

SANKST ADMINISTRASI

Pasal 36 ayat {1} hurut 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuao
Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan kewenangan kepada Direktur
Jenderal Pajak baik secara jabatan atau atas permohonan Waljib Pajak untuk
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpaiakan dalam hal sanks! tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajtb Pajak

atau bukan karena kesalahannya.”'

= Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubzhan Ketiga atss Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Limum dan Tata Cara Perpajakan.
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Sedangkan peraturan  pelaksanaan  mengenal  pengurangan  atau
penghapusan Sanksi administrasi adalah Peraturan Menteri Keuvangan Nomor
21/PMK Q3/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atan Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak atan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Ketentuan mengenai persyaratan formal permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomer 2 I/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebroar 2008,

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1} hurof a Undang-Undang Momor 28
Tahun 2007 tentang Perabahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahon 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut beserts peraturan
pelaksanaannya, masih dimungkinkan bagi Wajib Pajak untuk mengajvkan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan

karena kekbilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya '™

Kekhilafan menurut Rochmat Soemitro adalah kesalahan vang dilakukan tidak
dengan sengaja, melainkan terjaci karena pelakunya khilaf, kurang memperhatikan keadaan
atau alpa. Misalnya: Wajib Pajok sedang berade 41 Juar negert atau sedang sakit
keras, sehingpa Wailb Pajak {ersebut lupa unfuk melaporkan Surat Pemberitahuan
(SPT) tepat pada waktunya. Sebagai akibatnya petugas pajak mengenakan sanksi
administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT tersebut. Sanksi administrasi itu
dikenakan karena kekhilafan Wailb Pajak atau bukan karena kesalahan vang
disengaia. Memurut Kamus Hukum kekhilafan berartl kealpaan, kelalaian, kurang

mengindahkan, kurang memperhatikan, dan kurang hati-hati,'*®

Sedangkan kesalzhan menuryt Rochmal Scemitro zdalah perbuatan melanggar
peraturan yang dilakukan dengan sengajndon secara sadar. Misalnya: Wajib Pajak dengan
sengaja dan sccara sadar fidak menyeiorkan pajsk yang terutang tepat pada waktunya.
Sehagal akibamya petugas pajak  mengenakan sanksi  administrasi  atas

% Persturan Menteri Kevangan Nomor 2 U/PME03/2008 tanggal § Pebruari 2008 entang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administras), Pengurangan atn Pembutsbar St Kelstapen
?.’;iak abmu Burar Tagfnn Paak yang Tidek Besar, dan Pervbatalun Hasil Pemerflsaan

P84 Dijafar Saidi, ep.civ., hal 265,

2* Rechiat Searmiteo {3), op.it., hal 16,
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keterlambatan penyetoran pajak tersebut, Sanksi adminisirasi itu dikenakan karena
kesalshan Wajib Pajak yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar,'*’
Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubshan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memungkinkan untuk dilskukennya

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, antara lain:'*®

a. Pasal 16 ayat (1)
Atas permohonan Wajib Fajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal
Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Swat
Kepuivsom  Pombolilan, Sumt Kepuvsan  Keberalan, Suat  Kepufisan
Pengurangan Sankst Administrasi, Surat Kepuhsan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Sumf Keputusan Pengurangan Ketetupan Pajak, Surat
Keputusan Pernbatalan Kefetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak, atan Surat Kepunsan Pemberian Imbalan
Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekelinan penerapan ketentuan tertenta dalam persturan
perundang-undangan nempajakan.

b Pasal 36 ayat (1) hurufa
Direknuy Jenderal Prjak karer jabatan alsu atag penmohonan ‘Waiib Pajak dapat
mengurangkan afau menghepuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena keklulafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

£ Pasal 36 ayat (1 huralhy
Direktur Jenderal Pajak karena jabalan atan atas permohionan Wb Pajak dopa
mengurangkan alau membatalian surat ketetapan pajak yang tidak benar,

12 .

Thid, hal 16.
" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 wniang Perubahan Ketigs atas Undang-Lndang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketenthuan Ui dan Tata Cara Perpajakan.
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d. Pasal 26 ayal {1 Yhrufe
Divekiur Jenderal Pajak karena jabalan atan alas permohonan Wajib Pajak depat
mengrangkan stsu membdalion Swat Taghan Pajalc schagaimana
ciraksud dalam Pasal 14 yang tidak benar,

e Pasal 36 gyat (1 huraf &
Dircktur Jenderal Pajsk karena jabatan atan atas permohonan Wajih Pajak dapat
membatalkan hasil permeriksaan pajak alau sorat ketelapan pajale dari hasil
pemeriksaan vang dilaksanakan tanpa:
{1 Perryarmpatan surat permberitahuan hasil pemertiksaan;
¢A; Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajal,

Pada Pasal 16 TR KUP yang dapat memberikan kepastian hukum kepada Wajib
Pajak adalah Direkforat Jenderal Pajak, karena dalam hal i Direltur Jenderal Pajak
memplnyai kewepangan uniuk membetulkan suwat ketetapan pajak yang dalam
penerbitannya terdapat kesalehan tulis atau keszlahan hitung, Sedangkan pada Pagal 36 UU
KUP yang dapsat mernberikan Repastian hulomn kepada Wajib Paiak adalah Pengadilan Pajak.
Hal ini dischabkan apabila Wajib Pajak memsa tidak puas alas keputusan yang dikeluarkan oleh
Direknor Jenderal Paiak, maka Waiib Pajak dopat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pagak.
Beberapa ketentuan di dalam  Peraturan Menteri Keuangan Nemor
2EPMK.03/2008 tanggal & Pebruan 2008 tentang Tata Cara Pengurangan alau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
alau Sural Tagihan Pajak vang Tidak Bersar, dan Pembatalan Hasil Pemerksaan, yang
merupakan peraturan pelaksanaan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi diantaranya sebagai berikut:'’
a Pasal 1:
Dhrektur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat
t. Mengurangkan alaw menghapuskan sanksi administrasi;

% Peratarus Menteri Keuangon Nomor 21/PME.03/2008 wangeal 6 Pebruari 2008 tentang Tata (o
Pengurangan stau Pengheposan Sanks! Adminicorass, Penpurangan atau Pembaialan Sumt Ketetapan
Pajak atau Surat Toagihan Pajk vang Tidak Benar, dan Perrbolan Hall Pernerfksann
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2. Mengurangkan atay membatalkan surat ketetapan pajak
atau Surat Tagthan Pajak yang tidak benar; danfatau

3. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak
hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanps penyampaian
surat pemberitahuan  hasil  pemeriksaan  atau  tanpa
dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan
Wajib Pajak.

b, Pasal 2 avat {1}
Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atan dihapuskan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi sanksi administrasi
berupa bunga, dends, danatzn kenaikan yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

¢. Pasal 2 avat {2
Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan awn dihapuskan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi sanksi administrasi
yang tercantumm dalam:
r: Surat Tagihan Pajak;
e Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
3 Surat Kelelapan Pajak Xurang Bayar Tambahan

d. Pasal 2 ayat ()
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurof b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
‘Tambahan scbagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢, hanya
dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebuls
1. Tidak digjukan keberatan;
2. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajils Pajak;
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Digjukan  keberatan, tetapi tidak  dipertirobangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat {4) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Unnum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007,

Permohonan untuk memperoieh pengurangan atan penghspusan

sanks:

administrasi  berupa  bunga, denda, dan  kepaikan

sebagaimana dimsksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

L.

Pasal 3ayat (2

1 {satu} permohonan untuk 1 {satu} Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ataw Surat Ketetapan
Pajak Korang Bayar Tambahan;

Permohonan harus digjukan secara tertulis dalam bahasa
Indenesia dengan membenkan alasan yang mendukung
permohonannya;

Permchonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanon Pajak
tempat Wajib Pajak terdafiar;

Parmohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal permohonan ditandatangami oleh bukan Wajib Pajak,

maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Permohonan wvang fidak memenuht persyaralan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 0 ayet (1):

Permchonan Wajily Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
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h. Pasal 6 ayat (2):
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan  kedua,
permohonan tersebrut harus disjukan dalam jangka waktu paling
lama 3 {tiga} bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak

atas permohonan yang pertama dikirim.

i Pasal 7 ayat (1):
Direktur Jenderal Pajuk harus memberi keputusan atas permohonan
Wajib Pajak sehagabmana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka
wakiy paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal diterimanya

permohonan Wajib Pajak.

J Pasal 7 ayat {2} )
Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
telah lewat dan Direkiur Jenderal Pajak tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap
dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan

keputusan sesual denyan permohonan yang diajukan.

k. Pasal8ayat (1¥
Keputusan vyang diterbitkan  oleh Direkiur  Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (i) dapat berupa
mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolek permohonan
Wajib Pajak.

L Pasal 8 ayat (2%
Wajib Pajak dapat meminta secara terfulis kepada Direktur
Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak
atau mengabulkan schagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)
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m. Pasal 8 ayat {3):
Direktur Jenderal Pgjak harus memberikan keterangan secara
tertulis atas permintasn Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada
ayat {2},

33,  PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Peraturan Direkiur Jenderal Pajak Nomor PER-01/P]Q7/2007 tanggal 8

Oktober 2007 tentang “Prosedur Pengajuan dan Penyelesafan Permohonan

Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan ates Penghapusan Sanksi

Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak vang Tidak

Henar”, pada Bab Il mengatur tentang “Prosedur Pengajvan dan Penyelesatan

Permchonan Pengurangan alau Penghapusan Sanks! Administrasi”™ vang dapat

divraikan sebagat berikut:

a Pasal 1L

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan
Wajib Pajsk dapat niengurangkan atan menghapuskan sanksi
administrast berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenaken
karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahan Wajib Pajak.

b. Pasal 12:
Surat permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak
mengaiukan keberatan atas surat ketetapan pajakaya;
2. Diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan
Pajak Kuwrang Bayvar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bavar Tambahan;
3. Digjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesig;
4. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
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8. Diajukan paling loma 3 {(uga) bulan sejsk tanggal surat
ketetapan pajak, kecuali karepa keadaan ¢i luar kekuasaan
Wailb Pajak {force majewr) yang harus disertai bukii
pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;

6. Dilampin dengan surat kuasa khusus, dalam hal surat
permohonan  ditandatangani bukan oleh Wajib Paek
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Pasal 13 ayal (1):

Surat  permohonan pengurangan atau  penghapusan  sanksi
administrasi Wajtb Pajak disampaikan secars langsung ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP} tempat Wajib Pajak terdaflar atau melalui

pos tercatst,

Pasal 13 ayat (2)

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses
surat permohonan  pengurangan  afan  pengapusan  sanksi
administrasi adalah:

1. Tanggal terima sural Waitb  Paiak, dalam hal sural
permohoran  pengurangan  atau  pengbapusan  sanksi
administrasi disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
ke KPP;

2. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal suratl permohonan
pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrast

disampaikan melalul pos tercatat,

Pasal M ayvat (1):

Dalam proses penyelesaian permohonan  pengurangan  atau
penghapusan sanksi administrasi, Wajib Pajak wajib memberikan
penjelasan dan/atay pembuktian disertal dengan dokumen/bukts
dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk Agrd copy maupun

soft copy sesuai sural permintaan dari unit kantor Direktorat
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lenderal Pajak yang menyelessikan permohonan pengurangan alay

penghapusan sanksi administrasi.

Pasal 14 ayvat (2X:
Faling lama 13 {lima belas) harl kerja sejak tangpal surat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} Wajib Pajak wajib
memberikan penjelasan daw/atau pembuktian disertsi dengan

dokumen/bukii dan buku-buku pendukung.

Pasal 14 ayat (3
Setelah 5 (lima) hari kera sejak batas waktu sehagaimana
dimaksud pada avat {2) Wajib Pajak belum memberikan penjeiasan
danfatau pembuktian, maka Wajib Pajzk dapat diminta kembali
untuk memberikan penjelasan danfatau pembuktizn yang kedua

disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung.

Pasal M ayat {4y
Paling lama 10 (sepuluh} hari kerja sejak tanggal sural penmintaan
penjelasan dan/atau pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan  dan/atau

pembukiian.

Pasal 14 ayat ()
Dalam  hal masih diperlukan, Wajib Pajak dapat diminta
memberikan penjelasan danfatay pembuktian tambahan, yang
waib ditanggapi cleh Wajib Pajak paling lama 10 {sepululy) hari
kerja  sejak  tanggal surat permintaan  penjelasan  danfatan

pembuktiar tambahan,

Pasat 14 ayat (6}
Dalam hal Wayib Pajak tidak memberikan penjelasan danfatau

pembuktian tenfang dasar perhitungan yang disertai dengsn
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dokumen/bukii dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk Aard
copy maupun soff copy sesual surat permintaan, maka permohonen
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan diproses

berdasarkan data yang ada.

k Pasl I5ayat{l)
Wajib Pajak dapat dipanggil untuk melakukan pembahasan
sengketa perpajakan dan wajib menandatangani Berila Acara

Pembahasan Sengheta Perpajakan.

L Pasal 15 ayat (2):
Berdasarkan hasil pembahasan sengleta perpajakan, kepada Wajib
Pajak akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  Administrast  untuk
dilanggapi.

m. Pasal 15 ayat (3):
Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan terfulis atas Suvrat
Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan
Sankst Administrasi sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
jangka waktn 18 (scpuluh) hari kerja sciask tanggal Surat
Pemberttahuan Hasil Penelitian Pengurangan ataw Penghapusan
Sanksi  Administrasi  dan/atau  dapat menghadin  endangan
pembahasan akhir pada wakty yang ditentukan dalam Surat
Pembentahuan Hagil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi,

el Pasal 15 ayet (@)
Hasil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrast dapat disampaikan

langsung kepada Wapsb Pajak pada pembahasan akhir atas
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dikirimkan sebagat lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau

Pengapusan Sankst Adminssirasi

0. Pasal 15 ayar(5):
Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan
akhir, Daflar Hasil Akhir Penelittan Pengurangan atau
Penghapusan  Sanksi  Adminisirasi akan  dikirimken  sebagai
lampiran Surat Keputusan Pengurangen atau Pengabpusan Sanks

Administrasi.

3.4. TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  SANKS]
ADMINISTRASI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
Pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-(7/PJ/2008 tanggal

3 Maret 2008 tentang “Perubahan Kesembilan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-297/PV2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada

Para Pejsbat & Langkungan Direkioral Tenderal Pajal” ditegaskan bahwa penyelesaian

permohonm pengurangan atau penghapusan sanksi administrast Pasal 36 avat (1) huref a

U KUP, menjadi wewenang Kepala Kantor Wilayah Direkionat Jenderal Pajake
Tata cara penyelesalan pemmohoman pengurangan atan penghapusan  sanksi

administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai bertiut:®

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyampaikan berkas-berkas  pemnohonan
pengurangan atau penghapusan sanks: administrasi ke Kantor Wilaysh. Berkas-
berkas tersebut terdin dan Sural Pengantar, surst permohonan pengurangan atay
penghapusan sanksi admanistrast davt Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Anus
Dokernen (LPAL), lembar isian sueat permohonan pengurangan alau penghapusan
sanksi administrasi, pemberilabuan  sural permohonan  pengurangan  atan
penghapusan sanksi administrasi memenuhi persyaratan formal, lembar penelitian
kelengkapan berkas, lembar pengawasan penelitan herkas pengurangan atgu

¥ Robert Pakpshen, Swmdard Operating Frocedures: Tata Cora Penvelescian Permohonms
Pengnrangan winu Penghapusan Sanksi Adnrinistras! di Kenwil, (Jakarta: Departemen Keuangan
Republik Indonesia, Direkrorat Jenderal Pajak), 13 Maret 2008.
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penghapusan sanksi adoinisirasi, fotokopt Laporan Pemeriksaan Paisk dan Kertas

Kerja Pemneriksaan.

Kepala Bidang Keberatan dan Banding menerima berkas dalam point | yang telah

didisposisi oleh Kepala Kantor Wilaysh dan memberikan disposisi kepada Kepala

Sekst Keberatan dan Banding untuk memprosesnya.

Kepala Seksi Keberatan dan Banding meneliti berkas permohonan pengurangan

atau penghapusan sanksi administrasi dan menugaskan Pelaksana Seksi Keberatan

dan Banding mimk membugt Sumt Pemberitahuan Penerimamw: Berkas. Surat

terscbut dikinm ke KPP setelah ditandatangani oleh Kepals Kantor Wilayah.

Kepala Bidang Keberstan dan Banding mernentukan nama-nama dalam Tim

Penelit, dan menugaskan Kepala Scksi Keberatan dan Banding uniuk membuat

Surat Tugas.

Tim Peneliti sesuai dengan Surat Tugasnya melakukan penelitan terhadap

permchonan pengurangan alau penghapusan sanksi administrasi dengan prosedur

sehagar berikast:

in Penelit mencatal setiap tahopan pereliin pada Lembar Pengawasan

Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

Pembuatan analisis dan permintasn penjelasan danfatau pembukiian:

{a) Peneliti membuat  analisis dan  membuzt  matrik  senghketa
pengurangan alau penghapusan sankst administrast.

{b) Apabila ditutubkan, peneliti dapat meminta penjelasan dan/atau
pembuktian kepada Wajib Pajak dengan membuat  surat

Bt

permintaan penjelasan dan/atau permbuktian,

&) Apabila dalam jangka waktu yvang telah ditentukan Waiih Pajek
tidek memberikan respon, meka penclil dupat membuat surat
pemmntaan kedua

{d) Dralam hal masith diperhkan tambahan penjelasan  dan/atan
pembuktian, peneliti dapat membuat surat penmintaan penjelasan
dan/atau pembuktian tambahan kepada Wayib Pajak,

(e} Dalam bal Wajib Pajak tidak memberikan respon dalam jangka
waktu yang diteniukan dalam surat permintaan kedua afou surat
permintaan penielasan danfafau pembuldisn tarbahan, maka
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peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberkan Penjelasan
dan/atau Pembuktian,

Pembahasan sengketa perpajakan:

{@)

()

Perelif membuat undangan pembahasan sengketa perpajakan
kepada Wajib Pajak aten pemeriksa siau pihak lain unhk
melakukan pembabiasan sengketa perpajakan,

Perielii membuat Berita Acara Pembehasan Sengketa Perpajakan,
yang ditandatengani oleh pihak-pthak  yang hadir dalam
pembahasan.

Pembuatan Kertas Kena Penelition dan Laporan Penchifian Pengnrangan
atan Penghapesan Sankst Administrasi:

(@

(b}

Peneliti membuat Kertas Kega Penelitan Pengurangan atau
Penghapusan Sankst Administrasi.
Penelit  membuat  Lapormn  Penchitian  Pengurangan  atau
Penghapusan Sanksi Administrasi.

Pengiriman Surat Pemberitabuan Hasil Penelitian dan Pernbahasan Akhie

@

(b)

@

()

Pepelif membual Surat Pemberitahuan  Hasil  Penelian
Penpurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Permintaan
Tanggapan dan Undangan Menghaiit Pervbzhasan  Akhir,
Pemberitshuan  Daflar Hasil  Peneliian  Pengurangan  alan
Penghapusan Sanksi  Administrasi, Sumat Tanggapan Hasil
Penclitian Pengurangan atan Penghapusan Sanksi Administrasi.
Setelah meneliti tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, peneliti dapat
yrelakukan pembahasan akhir.

Penelii membuat Daflar Hasil Akhir Penelitian Pengnrangan alau
Penghapusan Sankst Adroinisirasi,

Apabila Wajib Pajak tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan
tertulis, peneliti membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis dan membuat Daftar
Hasil Akhir Pengliian Pengurangan atou Penghapusan Sarks:
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)] Agpabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan
tertulis atau Wajib Pajak tidak hadir tetapt membenkan @anggapan
tertulis, penelid membuat Berita Acara Membedkan/Tidak
Memberkan Tangpapan Terfulis dan Kehadiran/Ketidakbadiran
Wajib Pajuk dan membuat Daltar Hastt Akhir Penclitian
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrast,

{H Menyampaikan Daftar Hasil Akhir Peneliian Pepgurangan atau
Penghapusan Sanksi Admirdsirasi kepada Waiib Pajak. Apabila
Wajib Pajak tidalk hadir, Daftar Hastl Akhir Pencliban Pengurangan
stau Penghapusan Sanksi Administrasi akan dikicim  scbagai
lampiran Surat Keputusan Pengurangan atai Penghapuisan Sanksi
Admunistrasi.

6. Mernbuat  Surai Keputusan Pengurangan atau Penghapusan  Sanksi

Administeasi, sebanyak 3 {tiga) rangkap schagal berikul

(&) Lembsar ke-1 untuk Warib Pajak.

o} Lembar ke-2 untuk Kantor Pelnyanan Paiak.

{c) Lembar ke-3 untuk arsip.

f Kepala Kantor Wilayah menychgui dan mesarelatangani Laporan Penelitian
Pengurangan  alaw Penghapusan Sanksi Administrsi dan Surat Keputusan
Pengurangan atau Penghspusan Sarksi Adminisirasi.

g Pelaksana Seksi Keberatan dan Banding menatavsabwaican dan mengiimkan Sura
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sackst Adnunistrast ke Wajib Pajak dan
Kantor Pelayanan Pajak melalui Bagian Ui,

f. Proses selesal,

15  UPAYA HUKUM GUGATAN

Alas Surat Keputusan Pengurangan atau Fenghapusan Sanksi Administrasi tidak
dapat dizjukan banding karenn Wajib Pajak tidak mempunyal bak keberatan. Namun atas
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrast, dapat dizukan
gugatan ke pengadilan pajak. Yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum yang
dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksansan penagthan
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pajak alau tethadap keputusan yang dapat digjukan gugstan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaky, '

Dengan demikian, gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur di
dalam Pasal 23 ayat {2) hurf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 teatang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tehun 1983 entang Ketentnan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa:' >

Gugatan Wajib Pajak terhadap Keputusan sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 36

yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, hanya dapat diajulan kepada badan

peradilan pajak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajusn gueatan adalsh sebagat
befkut:'>
a Cugatar: diajukan secars terfulls datam hahasa Idonesia.

b. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan adalah 30 (tiga puluh) hari
sejale langgal diterima Keputusan yang digugat. Jangka waldtu ini tidek mengikat,
apabils jangka wakty dimzksud ddak depst dipemihl karena keadaan & loar
kekuasaan penggugat, maka perpanjangan jangka waktu yang dapat dilakukan
adalah 14 (empat belas) hari techitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan
penggugat.

¢, Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) surst gugatan.

! Wirawan B, Hyas dan Richard Burion, op.cit., hal 162,

B2 Passl 23 svat (2) hueuf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubalhan Ketiga atas
Lndurg-Undarig Nomeor 6 Tahun 1983 wimang Ketentuan Unium dan Tata Cara Perpaiakan.

S Wirawan 13, Ilyas dan Richard Burton, op.ciz., hal 103,
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ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
ATAS PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI YANG DIKENAKAN KARENA
KEKHILAFAN WAJIB PAJAK
ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA
(TELAAH PASAL 36 AYAT (1) HURUF a UU KUP)

41. APAKAH KETENTUAN PASAL 36 AYAT (I) HURUF a
UU KUP TENTANG PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI YANG
DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK
ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAPAT
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB
PAJAK

Kekhilafan menurui Rochmat Soerairo adalah kesalahan yang dilakukan Gdak
dengan sengaja, melainkan ferjadi karena pelakunya khilaf) kurang memperhatikan keadaan
atau alpa. Misalnya: Wajib Pajak sedang berada di Tuar negent atau sedang sakit
keras, sehingga Wajib Pajak tergebut lupa untuk melaporkan Surat Pemberitzhuan
{SPT} tepat pada waktunya. Sebagal akibatoya petugas pajak mengenakan sanksi
administeast atas keterlambatan pelaporan SPT tersgbut. Sanksi administras: ity
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalshan yang
disengaja. Menurst Kamus Hukuny kekhilafan berarti kealpaan, kelalaian, kurang
mengindahkan, kurang memperhatikan, dan kurang hati-hati. "¢

Sedangkan kesalghan memurut Rochmat Soemitro adalah perbuatan melanggar
peraturan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar, Misalnya: Wajib Paiak dengan
sengaja dan secara sadar tidak menvetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Sebagal akibatiya petugas paiak  mengenskan  sanksi  administrast  atas
keterlambatan penyetoran pajak tersebut. Sanksi administrast ita dikenakan karena

kesalahan Wajil Pajak yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar.'*?

4 Rochmat Soemiws (3), ap.cii, het 16,
9% rbid, hat 16.
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Kepastian bulcern adalah suata nifal, Sebagai suats nilai, esenst dan kepastian hukum
adalah masalah perlindungan dan tindaken sewenang-wenang, Nilat tersebut mempunyal
bubungan yang erat dengan hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan ¢l yang tdak
dapat dipisahkan dari hukom, terutama hukam tertulis. Kepastian hukum meropakan salah
satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukem tanpa nilal kepastian akan
kehilangan malma karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang ™

Kepastian hukum ini menjadikan hukum sebagai institusi netral, dengan
demikian isi hukum tidak ditefSirkan berat sebelah dan memthak. Setiap hukum
tertulis barus dirummuskan secara cksplisit, cermat, tepat dan diwujudkan dalam
bentuk Undang-Undang. Namun, kepastian hukum tidak saja memerlukan
kegbsahan Undang-Undang, tetapi juga menuntut isi Undang-Undang tersebut
dapat dilaksanakan dengan kepastian, yaitu dapat diberlakukan.'”

Kepastias hukum bertujugn memberikan perfindungan kepada individu
terhadap tindakan sewenang-wenang individu lainnya dan pemerintah, Kepastian
fukum dikaitkan dengan apa vang diharapkan individu kepada pemerintah,
termasuk kepercayaan akan konsistensi keputusan dan administrasi pemenntahan,
Kepastian hukun itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi
kehidapan.'*®

Kepastian hokom di dalam Undang-Undang Perpajaken diperikan untuk
memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak dari tindakan sewenang-wenang petugas
pajak. Oleh karena stu kepastian hukum sengat terkait dengan kepercayaan Wajib
Pajak kepada petugas pajak. Pemerintah datam hal ini Direlorat Jenderal Pajak berperan
untuk mengaktualisasikan hyuan lersebut. Bahkan Direktorat Jenderal Paink mempunyai
peranan untuk menjalankan dan menegakkannys, karena Direktorat Jenderal Pajak hanus
melaksanakan tanggungiawabnya sesoal dengan kelenfuan yang ada di dalam Undang-
Undang Pempajakan.”>

% Sudikno Mentokusumo, op.cit, hal 145,

7 Soctandye Wignyosoebrote, op.ciL, hal 16,
35 rbid hat 16,

B M. Diafar Saidi, op.eit, hal 146.
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Kepastian hukum sangat diperlukan &i dalam Self Assessmrenr System demi
erwijudnya  kepatuhan dan kefertiban Wajib  Pajak  delam memenubi  kewajiban
perpajakannya. Self Assessment System: dopat berjalan dengan baik jika ada jaminan
kepastian hukum i dalam Undang-Undang Perpajakan. Kebijakan pengurangan atau
penghapusan sankst adminisirasi yang merupskan kewenangan Direktorat Jenderal
Pajak adalah salah satu bentuk kepastian hukum bagi Wajib Pajale %

Dengan demikian Undang-iindang Perpajakan harus memiliki aspek
kepastian hukum dan harus memenuhi kebutuhan akan keadilan, Ketentuan yang
ada di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak hanys harus dapat diterapkan, tetapi
kandungan isinya juga harus dapat diterima masyarakat.'*!

Dengan adanya kepastian hukom, maka Undang-Undang Perpajakan tidak
ditafsirkan berat sebelah dan memihak, sehingga tidak menguntungkan pihak
yang satu dan merugikan pilak yang lain. Setiap ketentuan di dalam Undang-
Undang Peipajakan harus diromuskan secars eksplisit, cermat, dan tepat
Kepastian hukum menuntut ist Undang-Undang Perpajakan dapat dilaksanakan
dengan pasti dan tidak ada keragu-raguan.'®

Tidak adanya kepastian hukum berakibat berkurangnya kemampuan
Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan keadilan kepada Wajgib Pajak.
Akibat dan tidak adanya kepastian hukum inl sering kali tidak ditangegapi dengan
upaya unfuk mengatasinya. Meskipun telah disadari dampaknya, namun masih
banyak pakar vang berpendapat bahwa tidak adanva kepastian hukum bukan
merupakan kekurangan yang mematikan dalam bekerianya sistem perpajakan
secara keseluruhan,'™

Pendapat by tentu saja tdak benar karena tanpa adanya kepastian hukum dalam
suafu Undang-Undang Perpajakan akan menimbulkan keraguan dan kebingungan bagl
para Waiib Pajak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perpajakan harus jelas agar sedapat
mungkin hdak memmbulkan keraguan dan kebingungen, Pasal-Pasal di dalam Undang-

" hia, hat 145,

' Sri Pudyaimoko (2), Penegakan dan Periindungun Hukum di Bidung Pajok, {Izkaria: Salemba
Empat, 2007}, hal 134,

2 M. Djafar 8aidi, op.cit., hal 146.

M 2 Pudyatmoke {2}, ap.eir., hal 134,
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Undang Perpajakan harus sinkron dengan Penielesannya, karcna ketidaksinkronan dapat
menimbuikan kerancuan dan ketidakpastian hakoam, '

Undang-Undang Pempajakan harus lengkap. Ini berarti bahwa semua hal
yang periu diatur harus dicakup di dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut.
Undang-Undang Perpajakan yang tidak lengkap tentu akan menimbulkan masalah,
Jika ada sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, apakah
berarti bahwa hal v tidak dilarang uwntek dilakukan. Jangan sampai tidak
lengicapnya  Undang-Undang  Perpaiakan akan memberatkan kewajiban  atay
membatasi hak Wajib Pajak, karena tidak dapst dipastikan apakab scsuatu itu
dapat dilakukan atay tidak.'**

Undang-Undang Perpajakan juga harus dapat diandalken. Undang-Undang
Perpajakan yang sering kali diubah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
kebingungan, batk bagi petugas pajak maupun bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu,
para pembugt Undung-Undang Perpajakan harus memikirkan segala sesnatunva
dengan hati-hati sebelum memberlakuksn Undang-Undang tersebut. Jangan
sampai  Undang-Undang Perpajakan yang baru saja ditetapkan tidak lama
kemudian sudah dinbah lagi dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru e

Selain itu, Undang-Undang Perpajakan yang baik tidak boleh memniliki
celah (loop holes} yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Hal ini sangat
berkaitan dengan kriteria sebelumnya, yaite Undang-Undang Perpajakan yang
ditetapkan harus jelas votuk mempermudah pelaksansaanya. Oleh karenz ity,
para pembuat Undang-Undang Perpajakan wajib membuat Penjelasan darl setiap
Pasal sccara lengkap dan memada. '

Untuk memberikan suaiu kepastian hukum, maka terhadap sesuatu yang
perlu diberikan penafsiran, sebatknya diberikan penafsiran secara otentik. Artinya
penafsiran tersebut dilakukan oleh pembuat Undang-Undang Perpajakan dan
dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan vang bersangkutan, biasanya dalam

bentuk pengertian wirum atau Penjelasan Pasal. Apabila hal ini tidak dilakukan,

Y rhid, hat 134,
Y2 rhid hal }35,
 fhid hal 135,
W shid, hal 135.
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maka dalam pelsksanaan Undang-Undang Perpajakan, para pelaksana akan
memberikan penafsiran sendiri.'*®

Suatu ketentuan di dalam Undang-Undang Perpajakan ada kalanya tidak
dapat dimengerti secara jelas, sehingga perlu upaya penafsiran untuk menerobos
ketidakjelasan terscbut. Ketidakjelasan suatu ketentuan di dalam Undang-Undang
Perpajakan bisa discbabkan oleh adanya kesenjangan antara kelentuan tersebut
yang sifatuya tertulis dengan pemahaman Wajib Pajzk. Namun ketidakjelasan
tersebut bisa juga disebabkan olsh adanya ketentuan yang memang tidak dapat
dimengerti atau bahkan mempunyai bermacam-macam pengertian menurut tata
bahasa vang dibaca oleh pembaca ketentuan tersebut.'*

Ada kalanya untuk melaksanakan suatu ketentuan di dalam Undang-
Undang Perpajakan, para pelaksana ¢i Direktorat Jenderal Pajak hanss
memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan ketentuan
tersebut tidak jelas dan Undang-Undang Perpajakan tidak memberikan penafsiran
secara oteniik, '™

Penafsiran yang dilakukan oleh para pelaksana di Direktorat Jenderal
Pajak tersebut tidak mengikat dan masih dapat dijadikan sengketa olch Wajib
Pajak di pengadilan. Iitke pengadilan mengeluarkan putusan ates sengketa
tersebut, maka putusan pengadilan ini skan mengikat pibak-pihak yang
bersengketa, yaitu Dircktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Namun putusan ini
belum mengikat umum, Jika sudah beberapa kali terjadi pulusan pengadilan
untuk kasus yang saroa, maka akan menjadi vanisprudensi yang dapat dianut oleh
Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dianggap mengikat ymum, '

Beberaps penafsiran yang sering digunakan di dalam hukem pajak
sehagai alat untuk memahami Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai

berikut:'*?

a. Penafsiran (Mentik
b Penafsiran Sistematik
g. Penafsiran Sosiclogts

"8 Rochmal Soemitro (2), op.cit., hal 22,

" Wirawan B. llyas dan Richard Burton, op.cir., hal 43.
1% Rachmal Scemitro (1), op.cit., hal 24,

Bt Ihid, hal 34,

2 Wirawan B, Hyas dan Richard Burton, op.ofr, hal 43,
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4. FPenafsiran Historis

&. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh pembuat
Undang-Undang di dalam Usdang-Undang yang bersangkutan, biasanya
ditempatkan di dalam Pasal 1 atau Pasal-Pasal khusus.'> Pasal ini memuat arti
dan maksud dari istilab-istilah yang ada di dalam Undang.-Undang Perpzjakan.
Penafsiran atas sesuatu hal yang memerlukan pendefinisian dan penjelasan lebih
lanjut sebaiknya dilakukan secara otentik. >

Penjelasan dari suatu Pasal yang dimuat di dalam Tambahan Lembaran
Negra {TLN) bukan merupakan penafsiran otentik, tetapi hanya suatu Penjelasan
atas is1 sualu Pasal. Penjelasan int sering kali masth menimbulkan ketidakjelasan.
dan sering kali juga tidak ada sinkronisasi antara Pasal dan Penjelasannya,
sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bukum. ™

Undang-Undang Perpajakan yang baik hendaknya tidek memberikan
kesempatan kepada para pelaksana ontuk melakukan penafsiran atas snatu
ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut. Namun dalam praktek
sering kall para pelaksana memberikan penafziran. Penafsiran ini tidak mengikat
walaupun digunakan untuk melaksanakan Undang-Lindang vang hersanghkotan.
Penafsiran yang diberikan oleh para pelaksana sanget Jetnah dan masih dapat

dijadikan sengketa di pengadilan,’>

Penafsivan Sistematik

Penafsiran sistemnatik adalah penafsiran atas suato ketentuan di dalam
Undang-Undang Perpajakan yang dikaitkan dengan ketentuan (Pasal-Pasal) lain
dari Undang-Undang yang bersangkutan (dalam satu Undang-Undang) atau
dikaitkan dengan ketentuan {Pasal-Pasal) lain dar Undang-Undang yang lain.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Perpajakan terdiri atas Pasal-Pasal.

3 pochmat Suemitro {13, op.cit, hal 22.

B Wirawan B, llyas dan Richard Burton, op.¢iz., hal 44.
" thid, hol 45,
" Rochmat Seemitro (1), op.cir., hal 22
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Apabila terdapat Pasal di dalam Undang-Undang Perpajakan vang tidak jelas
maksudnya, maka dapat mengaitkannya dengan Pasal-Pasal lain dari Undang-
Undang yang bersangkutan atsu meongaitkannya dengen Pasal-Pasal lain dar
Undang-Undang yang lain.'”

Pepafsiran ini dilakukan dengan menghubungkan Pasal di dalam Undang-
Undang Perpajakan dengan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang
tersangkutan atau menghubungkan dengan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang
flain yang masih ada hubungsnnya. Kats-kata dalam Pasal tersebut harus
ditafsirkan dalare hubungannya dengan kalimat yang bersangkutan. Kalimat itu
Juga harus ditafsirkan dalam hubungaonya dengan Pasal-Pasal lain dart Undang-
Undang yang bersangkutan atau dalam hubungannya dengan Pasal-Pagal lain dar
Undang-Undang yang lain,'*®

Pada askhimya, hubungan antara Undang-Undang vang safu dengan
Undang-Undang vang lain akan membeatok suate sistem. Hubungan antara
Undang-Undang Perpajakan dengan Undang-Undang yang lain merupakan suatu
sistem yang saling berkaitan, Oleh karena itu, Undang-Undang Perpajakan dapat
ditafsirkan dalanmt hubungannya dengan Undang-Undang lain. Apabila pembuat
Undang-Undang Perpajakan tidak menyatakan maksudnya dengan jelss, maka
para pelaksana akan mencart sendiri maksudnya dari Undang-Undang lain yang

masih ada hubungannya.'™

Penalsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penalsiran alas suatu ketentwan di dalam
Undang-Undang Perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan
masyarakat. Seperti diketahyi bahwa kehidupan magyarakat selaln berkembang
dan bersifat dinamis. Sedangkan Undang-Undang Perpajakan vang sifatoya
tertulis tidak bisa mengikuti dimamika kehidupen masyarskat yang selalu
berkembang lebik cepat. Oleh karena ity, harus ada penyesuaian antara Undang.

Undang Perpajakan dengan perkembangan kehidupan masyarakat,'®

7 Wirawan B. Hyas dan Richard Burton, op.cit., hal 44.
2 Rochmat Soemitro (1), op.cir., hal 22.

"% fhid, hal 22.

' Wirawan B, liyas dan Richard Burton, op.cit., hal 44,
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Penafsiran sosiologis dikattkan dengan keadaan lingkungan masysrakai,
sehingga ada sifat sosiologisnya. Penafsiran ind dikaitkan dengan pengeriian yang
terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Peristiwa dan kenyataan di dalam
masyarakat mempengaruln  terbenfuknya suatu  kelentuan, dan sebaliknya
ketentuan 1iu mempunyat Rmgsi di dalam masyarakat, Namun penafsiran in
membuka kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu,
penafsiran ini hendaknya hanya dilekukan dalam batas-batas tertentu saja. tal

Undang-Undang Perpajakan mempunyat tgjuan  vstuk  memberikan
jaminan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. Dengan mengetahul maksud dan
tujuan dari pembuat Undang-Undang belum cokup untuk mengetshui dan
memahami si Undang-Undang Perpajskan. Undang-Undang Perpajakan dapal
berubzh menpikuti perubshan dan perkembangan masyarakat, sehingga fidak

sesuai lugi dengan maksud dan tujuan semula dari pembuat Undang-Undang.'®

Penafsivan Historis

Penafsiran historis adalah penmafsiran atss suwatu ketentuan di dalam
Undang-Undang Perpajakan dengen melihat sejarah dibuatnys Undang-Undang
tersebut, Penalsivan ini dapat dilakukan dengan mempehajari dokumen-dokumen
rapat pada waktu dibuainya Undang-Undang, Misalnya dokumen rapat para
pembuat Undang-Undang, dokumen rapat pembahasan antara pemerintah dengan
DPR, dan dokumen surai-surat lsinpya vang dibuat secara reseni baik oleh
pemerintah maupun pemerintah dengan DPR.'

Penafsivan historis berhubungan dengan sejarah perkembangan Undang-
Undang Perpajakan. Sebagaimaena  diketabui  Undang-Undang Perpajakan
mempunyai sejarah perkembangan dan perubaban berkali-kahl. Undang-Undang
Perpajakan tidak bhanya berkaitan dengan Undang-Undang lainnyva yang sejajar,
tetapi juga berkailan dengan Undang-Undang terdahulu, sehingga merupakan
mata rantai yang saling berhubungan. {leh karena itu, sefarah perkembangan dan

perubahan Undang-Undang Perpajakan penting untuk diketahui.'**

*! Rachmat Soemitro (1), ap.ciz, hal 23,

"% 1hid, hal 23.

" Wirgwan B. Ilyas dan Richord Burton, op.cf7., hal 44.
1" Roctimat Soemites {13, op.cif, hal 23.

Univaersitas Indonesia

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH Ul, 2009



68

Penafsiran ini merupakan cara penafsiran vang sempit, karena hanva
menengek kembaii hingga terjadinya Undang-Undang Perpajakan. Penafsiran in
banyak menggunakan bahan berupa laporan-laporan, perdebatan di Parlemen,
memori penjelasan, jawaban-jawaban pemerintah atas pertanyaan anggota DPR,
notula sidang-sidang komis), dan sehagainya. Dengan menggunakan penafsiran
ini dapat diketahui maksud dan tujuan dan pembuat Undang Undang atas isi

suatu Undang-Undang, e

Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran atas suatu ketentuan di dalam
Undang-Undang Perpajakan berdasarkan arti keta-kata dalam kalimat suatu Pasal
yang disusun oleh pembuat Undang-Undang. Apabila kata-kata dalam kalimat
suatu Pasal sudah jelas maksudnya, maka tidak boleh lagi dilakukan cara-cara
penafsiran lainnya, Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran yang
dilzkukan berdasarkan tata bahasa.'®

Scbagaimana diketahui setiap kata dan istilah di dalam pergaulan sehari-
harl tenly mempunyal arti. Demikian juga setiap kata dan istileh di dalam
Undang-Undang Perpajakan mempunyai artl tertentu, yang belum tentu sama
dengan arti kata dan istilah dalam pergaunlan sehari-har. Jika Undang-Undang
Perpajakan tidak memberikan arl khusus pada kata dan istilah yang terdapat di
dalam Undang-Undang tersebut, maka kata dan istilah itu akan diartikan sama
dengan kata dan istilah dalam pergaulan sehari-hari,'®

Pembuat Undang-Undang Perpajakan harus menyatakan maksud dari
suatu Pasal dengarn tegas dan jelas, menggunakan kata-kata yang mempunyal arti
vang pasti sgar tidak dapat ditafSirkan latn. Namun apabila masih terdapat
keragu-raguan, maka arti kata-kata itu harus dicari sesuai dengan konteks kalimat
menurul ilmu tata behasa. Hal ini dilekukan apabila cara-cara penafaran vang

lain tidak dapat memberikan jalan keluar,'®®

5 1bid, hal 23.

& Wirawan B. Ilyas don Richard Burton, op.oit, bal 45,
7 rbid, hat 45.

* Rochmar Soemitre (1), ap.eir, hal 24,
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Inilah pentingnya pembuat Undang-Undang Perpajakan untuk memilih
kata-kata yang tepat dalam menyusun kalimat suate Pasal, schinggas menjadi
suatu ketemtwan yang pasti agar tidak menimbulkan salah pengertian bagi
masyarakat yang membacanya. Cara-cara penafsiran sebagaimana telah diuvraikan
di atas tidak ada yang satu lebih utama dari yang lain, namun harus dipilih suaty
cara penafkiran yang paling tepat.'®

Penafsivan dilekukan untuk menghilangkan keragu-raguan dan arti ganda
demi terwujudnya kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan. Setiap
orang dapat memberikan penafsiran, namun penafsiran itu tidak mengikal.
Penafsiran yang mengikat adalah penalsiran otenttk dan penafsiran yang
diberikan oleh hakim dalam suatu pengadilan.”

Penafsiran olenbik terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentany Perubzhan Ketiga atas Undang-Undang Nomor & Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini memberikan
arti dari istilah-istilah yang digongkan di dalam Undang-Undang Perpajakan.
Tetapi tidak semus istilah vang digunakan di dalam Undang-Undang Perpajakan
dijelaskan artinva. Jika tidak dijelaskan artinya di dalam penafsivan otentik, maka
harus dicari di dalam ketentuan khwsus atan Undang-Undang lainnya '™

Apabila istilah dan ketentuan di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak
jelas dan fidak diberikan penafsiran otentik sehingea menimbulkan sengketa,
maka masalah it harus diajukan ke pengadilan yang akan memberikan putusan.
Putusan itu hanys moengikat pihak.pihak vang bersengketa, baik tentang anti
ishish maupun maksud dan sualu kelentuan di dalam Undang-Undang
Perpajakan.'™

Penafsiran yang diberikan di dalam memori penjelasan tidak mengikat
karena hanya merupakan penjelasan yang akan memudahkan pelaksana.
Sebatknya penalsiran dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perpajakan. Istilah
yvang diberikan penafsiran sccara ofeniik merjadi istilah vang baku, vang

®2 thied, hal 24,
0 thid, hal 23,
Vi shid hal 85,
P2 ihid hal 56,
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mempunya! pengertian hanya seperti yeng didefinisiksn di dalam Undang-
Undang Perpajakan.'™

Tajuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan  kepastian
hukum. Undang-Undang Perpaiakan harus disusun sedemikian rupa sehingga
tidak menimbulkan peluang kepada siapa pun untuk memberikan penafsiran
berbeda dengan yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang, Karena tanpa
kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.'™

Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya
ketentuan yang dimuat di dalars Undang-Undang tersebut jelas, tegas, dan tidak
mengandung arti ganda. Ketenluan yang dimuat di dalam Undang-Undang
Perpajakan juga fidak boleh memberikan keragu-raguan dan herus dapat
diterapkan secara konsisten untuk keadaan yang sama secara terus-menerus.'

Kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan sangat tergantong
pada susunan kala, susunan kalimat, penggnnasn istilah dan pembakuan istilah.
Dalam pembskuan istilah afan pemberian definisi harus dinpavakan tidak
terdapat celah (Joop fhofes) yang dapat diartikan lain. Di samping i#u juga hams
diupayakan tidak memberikan definisi terlalu luas sehingga sulit dipahami dan
menambah ketidakpastian hukum,

Untuk  memberikan  kepastisn  hukum  di  dalam  Undang-Undang
Perpajakarn, pertu diperhatikan beberapa faktor, yait&z:m

a Materi/ohvek
b Subyek yang terkait
¢ Pendefinisian
d Penvempitan dan perluasan materd
e Penggunaan bahasa hukum dan 1stilah yang baku
" tbid, hal 57,
™ rbid, hal 21,
"5 Rachmat Seemitro (4), op.cit., hal 6.
B8 i, al 6.
"7 1bid, hal 7.
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Materi/Obyek

Materi/obyek harns diuraikan secara jelas dan tegas, tidak menimbulican
keragu-raguan serta tidak memimbulkan kesempatan kepada pihak mana pun
untuk memberikan penafsivan lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan
mempunyal pengaroh yang sangat besar terhadap keielasan dan kepastian hukum,
Demikian juga penggunaan istilah vang sudah baku akan mempertingzi kejelasan

dan kepastian hukum.'™

Subyek yang Terkait

Subyek yang terkait harus diuraikan sccara jelas dan tepas dengan
menyebutkan kualifikasinya, sifat, ciri, tempat, dan waktu, Subyek dan obyek
harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga fidek dapat ditafsirkan lain, Jika
masih dapal ditafsirkan lain, mungkin akan terjadi bahwa subyek atau cbyek yang
tidak tercakup dalam definisi itu akan dapat dimasukkan di dalamnya. Hal ini
akan berakibat bahwa sesuatuy yang semula tidak dikenakan pajak, menjadi

dikenakan pajak.'””

Pendefinisian

Dalam pendefinisian harus dijaga supaya tidak terdapat celak (loop holes)
yang dapat diartikan lain. Pendefinisian harus dilakukan secara jelas agar lebih
mudah dinengerti. Pendefinisian dapat dilakukan secara jelas bila di dalamnya
tercakup unsuc-unsur dan ciri-¢itd dad hal yang skan didefinisikan. Di samping
itu dalam pendefinisian juga harus diupayakan supaya tidak terialu luss sehingga
sulit dipghami dan mengurangi kepastian hukum,'®

Jika pendefinisian dilakukan secara tidak jelas, maka akan mengurangi
kepastian hukum. Seliap orang akan bernsaha untuk memberikan penafsiran
menurut seleranya masing-mesing dan menimbulkan kesimpangsiuran. Secara

praktis para pelaksana akan memberikan penafsiran karena secara langsung harus

T8 ibid, bal 7.
P ihid, hal 7.
¥ Rochnwt Soemitro (1), op.cit, hal 22,
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menerapkan ketentuan tersebut, Mungkin juga para pelaksana di tempat lain akan
memberikan penafsiran yang berbeda '™’

Sistematika pendefinisian mempunyai peranan yang sangst penting.
Pendelinisian dapat dilakukan sccara luas dan secara sempit, keduanya
mempunyal konsekuensi masing-masing, Pendefinisian secara sempit, lebih
memberikan kepastian hukum karenz menggunakan cara yang fegas dan jelas,
Dalam hal ini, yang termasuk dalam ruang Hogkup Undang-Undang Perpajakan
terbatas yang discbutkan saja, sedangkan yang tidak digsebutkan secara positif,

tidak tercakup dalam ruang lngkup Undang-Undang Perpajakan.'®

Penyempitan dan Perluasan Materi

Penyempitan dan perluasan materl yang menjadl sasaran pajak hares
dilakukan dengan ketentuag Undang-Undang Perpajakan untuk membenkan
kepastian  hukum, Penyempitan dan perluasan materi sama  sekali  tidak
dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dar Undang-
Undang Perpajakan atau dilakukan di dalam memori penjelasan. e

Jika ketentuan semacarn ity dimasukkan ke dalam memort penjclasan atay
dituangkan ke dalam peraturan pemerimtah, kepukusan presiden atau keputusan
menteri, maks penyempitan dan periuasan materi tersebut hidak mempunyal
kekoatan hukum dan dapat mengurangi kepastian hukum. Apabila bal ini terjadi
dalam praktek dan menjadi seaghkela antara Wajib Pajak dan Direkiorat Jenderal

Pajak, maka harus diputuskan oleh pengadilan.'®

Penggunaan Bahasa Hukuse das Istilah yang Baku

Kapastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum yang
tepat dan istilah yang baku, Bahasa hukum adalsh bahasa Indonesia yang
mempunyai sifat vang khas dan Jazim digunakan oleh para ahli hukum. Bahasa
hukum harus singkat, tegas, jelas, tidak mengandung keragu-raguan dan tidak

mengandung aril ganda, 183

" Rochmat Soemilro {4}, op.cit., hal 9,

82 1bid, hat 8.

2 1hid, hal 10
B phid, hal 10,
55 1hid, hal 10,
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Karena bahasa hokum merupakan bahasa Indonesis, maka kepastian
hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik
dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia harus tunduk kepada norma-norma
bahasa Indonesia vang sudah baku. Jika di dalam bahasa hukum terdapat istilah
yvang sudah dibakukan, maka sebatknya istilah tesebut digunakan di dalem
Undang-Undang Perpajakan. Istilah vang baku sebaiknya digunakan secara
konsisten dan pasti.'*

Dalam pendefinisian, hendaknya digunakan istilah yang sama karena
penggunaan istilah yang berlainan dan tidak konsisten, dapat menimbulkan
ketidakpastian bukum. Dalam menyusun Undang-Undang Perpajakan, bahasa
harus digunakan dengan hati-hatt karena ketidakjelasan isi Undang-Undang
Perpajakan dapat menkrabulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan sengketa
yang berkepanjangan. ¥

Pasal 36 ayat {1} hwuf a2 T KUP, memberikan kewenangan kepada
Direkiur Jenderal Pajak batk secarz jabatan atau atas permohonan Waijtb Pajak untik
mengurangkan atay menghapuskan sanksl adminisirasi berupa bunga, denda, dan
kenatkan yang terulang sesuai dengan ketentuan peraturen perundang-undangan
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan iarens kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya, '™

Dari uraian di atas, penulis dapat membenkan analisis bahwa ketentuan Pasal 36
ayat {1) huref a ULT KUP tentang pengurangan atan penghapusan sanist adminastiasi yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atms bukan kargna kesalahannya, tidak
memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pazal kavena:

a Tidak ada sinkvorisasi antara Pasal 36 ayaf (1) huruf a UL KUP dengan

Perjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf a UL KUP.

Pasal 36 aval (1) huraf a UU KUP menystakan bahwa:

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan baik secara jabatan
atan atas permohonan Wajib Pajak untuk mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

" Thid, ha 10,

2 Ibid, hat 12.

¥ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pervbahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Kelentunn L dan Tata Cars Perpajakan.
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kenaikan yang ferutang sesuai dengan Kkefentuan peraturan
perundang-undangan perpagakan  dalam  hal sanks? tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya.

Sedangkan Penjelasan Pasal 36 ayat {{) huruf a UU KUP menyatakan

bahwa:
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yeng dikenakan
kepada Wajib Pajak adak tepat, karena ketidakteliian petugas pajak
vang dapat membeban) Waib Pajak vang odak bersalah atan tidak
memahami peraturan perpajakan. Dalam hal vang demildan, sanksi
administrast berupa bunga, denda, dan kenailcan yang telab ditetapkan
dapat dithapuskan atau dikurangkan oleh Direltur Jenderal Pajak.

Dari uraian terseburt, dapat dicenmati bahwa berdasarkan ketentuan Fasal 36
ayat (1) huruf a UU KUP, Direkéur Jenderal Paiak dapat mengurangkan atag
menghapuskan sanks! adminisirasi yang dikenakan karena kekhilafan
Wajils Pajak. Scdangkan jika menilik Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf s
Uty KUP, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian
pefugas pajak.

Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hulann dan
menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak. Apakah Direktur Jenderal
Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminisirasi yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau sanksi administrasi yang
dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak?

Kata “kekhilafan den kesalahan” dt dalam Pasal 36 ayat (1) huref a UU
KUP tidak didefinisikan dan dijelaskan secara fegas.

Menurut Rochmat Soemitro kekhilafan adalah kesalahan vang dilakukan
tidak dengen sengaja, melainkan tegadi karena pelalawnys khilaf, kurang
memperhatikan keadaan atau alpa. Misalnya: Wajib Fajak sedang berada di
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Juar negert atau sedang sakil keras, sehingga Walib Pajak tersebut lupa
untuk melaporkan Surat Pembentahuan (SPT) tepat pada waktunya.
Sexlangkan kesalahan adalah perbuatan melanggar pevaturan yang difakukan dengan
sengaja dan secara sadar. Misalnya: Wajib Pajak dengan sengaja dan secara sadar
tidak menyetorkan pajek vang terutang tepat pada waktunya.

Penafsiran ates sesuatu hal yang memerlukan pendefinisian dan
penjelasan lebih lanjut sebaknya dilakukan sezcara otentik di dalam
Undang-Undang Perpajakan, hiasanya ditempatkan di dalam Pasal L.
Dalamm hal i UU KUP udak membenkan pendefinisian dan penjelasan
secara otentik mengenai kata “kekiilafan dan kesalahan™,

Undang-Undang Perpajskan yang baik tidak boleh memberikan
peluang kepada setiap orang untuk memberikan penalsiran atas ketentuan
yvang ada di dalam I{Jndang-Undang tersebut. Dengan tidak adanya
pendefinisian dan penjelasan secara otentik mengenal kata “kekhilafan dan
kesalshan™ di dalam U7 KUP tersebut, maka setiap Wajib Pajak akan
berusaha memberikan penafsiran menurut seleranya masing-masing. Hal iml
dapat menimbulian kebingungan, keragu-raguan, Kesimpangsiuran db antara
Wajib Pajak, dan vang pashi dapal memimbulkan ketidakpastian hukurn,

Rurnusan Pasal 36 ayat {1) humuf a UU KUP dapat menimbulkan pengeriian
ganda,

Sebagaimana diketahui bahwa Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf 2
UL KUP memberkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
mengurangkan atau menghapuskan savksi administrast yang dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanaya.

Namun karena tidak sdanya pendefinisian dan pernjelasan secara
otentik mengenat kata *“kekhilafan dan kesalahan” di dalam UU KUP, maka

“Drikan kavena kesalalianya” dapat menimbulkan 2 (doa) pengertian yaitu:

1. “hrikan karena kesalahoennya™ berarti “harena Rekhilafan Wafid
Pajak”.

2. “Brkay karena kesolaharpnya” beranti “karena Lesglahan Petugas
Pajak”.
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(leh karena itu ngnusan Pasal 36 avat (1) hurof a YU KUP dapat

menimbulkan pengertian ganda sebagai berikut:

1.

Tka “bukan karena kesalahamnya” berarti “karena kekhilafan
Wajib Pajak”, maka vang dapat dikuranglkan atau dihapuskan oleh
Direktur Jenderal Pajsk adalah sanksi adnvnistrasi yvang dikenakan
karens kekhilafan Wajib Pajak.

Dralam hal ini yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh
Direktur Jenderal Pajak adalab sanksi administrasi yang dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak (dilakukan tidak dengan sengaja).
Namun j1ka dicermatt Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huref 2 UU KUP,
maka yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh Direktur
Jenderal Pajak adalah sanksi adminisirasi yang dikenakan karena
ketidaktelitian petugas pajalk.

Penjelasan int bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) hurufa
UU KUP vang menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat
mengurangkan  atas menghapuskan sanksi  adminislrasi yang
dikenakan karens kekhilafan Wajik Pajak. Pemelasan Pasal 26 ayat
(1) hurif a UL KUP juga sama sckali tidak menetangkan dan
menjelaskan febih lanjut tentang kelchilafan Wajib Pajak.

Diengan adanya ketidalelasan dan ketidaksinkronan ini dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum dan memmbulkan kebingungan
bagi Wajih Pajak. Apskah Dircktur Jenderal Pajak dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi  yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib  Pajak  atau  sanks

administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak?

Jika “‘Bukan karena kesalahamuye” beracti “karena kesalahan
Petugas Pajak”, maka yang dapat dikurangkan ataw dihapuskan
oleh Direktur Jendera!l Pajak adalah sanksi administrast yang
dikenakan karens kekhilafan Wajib Pajak astau  sanks:

administrasi yang dikenakean karena kesalahan petugas pajak.
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Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajgk dapat mengurangken
atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak. Namun di samping itu, Direktur Jenderal
Pajak  juga depal mengurangkan atay menghapuskan sanksi
administrasi yang dikenakan karena kesalahan petugas pajak.

Jika dicermati Penjelasan Pasal 36 ayat {13 huruf a UL KUP,
maka yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh Uirektur
Jenderal Pajak adalah sanksi administrasi yang dikenakan Kkarena
ketidaktelitian petugas pajak. Ketidakielitian merupakan kesalahan
yang dilakukan oleh petugas pajak dengan tidak sengaja, melainkan teradi
karena khilaf, tidak teliti, dan tidak hati-hati,

Laly bagaimana dengan sanksi administrasi yang dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak, apaksh dapat dikurangkan atau
dihapuskan oleh Direktur Jenderal Pajuk? Mengingat Penjelasan
Pasal 30 ayat {1} huruf a UU KUP sama sckali tidak menerangkan
dan mengelaskan Iehih lanjut tentang kekhilafan Wajib Pajsk.

Undang-Undang  Perpajakan bertujuan untuk memberikan kepastian
hukeom kepada Wajib Pajak. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka rumusan Pasal-
Pazal di dalam Undang-Undang Peipajakan tidak bolels menimbulkan pengertian
ganda. Dart wratan di atas jelas babwa nunusan Pasal 36 ayat (1) haufa UU
KUP telah menimbulkan pengerfian ganda Oleh karena it narpusan Pasal 36
ayat (1} humf a UU KLUP feom saja menimbulkan ketidakpastian hukum bagl
Wajib Pajak dan bertentangan denga tujuan Undang-Undang Perpajakan.

Kata "ketidaktelitian" di dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf 2 UU KUP
tidak didefinistkan dan dijelaskan lebih lanjut.

Kata "kewdaktelitian™ terdiri dari dua kata yaitu "tidak” dan "efit®.
Menund Kamus Besar Bahasa Indonesis “telitt" berarti hati-hatt, cermat, alau
seksarna. Ketidakielitian petugas paiak merupakan kesalahan vang dilakukan
oleh petugas pajak dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena khilaf, tidak telig,
dan tidak hati-hati,
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Kata “ketidakielitian” petugas pajak di dalam Penjelasan Pasal 36 avat
(1) huruf a UU KUP, dapat menimbulkan perdebatan dan kebingungan bagd
Wajib Pajak. Hal ini disebabkan kata tersebut tidak pemah disebutkan sehetumnya
di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, namun tiba-tiba muncul di dalam
Perjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf a GU KUP.
Pasal 36 ayat {1} huraf s UL KUP menyatakan bahwa:
Direktur Tenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi yang dikenakan karena Kkekhilafan Wajib
Pajak atay bukan karena kesalahannya.
Hal ini sangat berbeda dengan Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP
vang menyatakan bahwa:
Direktor Jenderal Pajak dapat mengwangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian pefugas

pajak.

Dengan tdak adanya pendefinisian dan penjelasan lebih lanjut
tentung kata “ketidakielitian™ terschut dapat mengurangi kepastian hukum,
karena pemahaman setiap Wajib Pajak terbadap Undang-Undang Perpajakan
berbeda-beda sesual dengan pemilarannya masing-masing.  Apakah Direktur
Jenderal Paak  dapat mengurangkan atsu  menghapuskan  sanks:
administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau sanksi

adyministrasi yang dikengkan karena kefidaktelitian petugas pajak?

Sekilas tarnpak bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberikan
kemudahan bagl Wajib Pgjak, yaitu berupa pengurangan afau penghapusan
sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wapih Pajak,

Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusar
sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak.
Kekhilafan Wajib Pajak artinya kesalahan yang dilalukan oleh Wajib Pajak
tidak dengan sengaja, melainkan terjadt karena khilaf, kawang merperbatikan
keadaan atau alpa,
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Dalam prakiik sehari-hard, sangat sulit untuk mengetahui bahwa
Wajib Pajak tersebut khilaf, Kekhilafan Wajib Pajak hanya dapat diketahui
setelah adanya penjelasan dan pengakuan dari Wajib Pajak  yang
bersangkutan.
Misalnya: Pelugas pajak telah mengenakan sanksi administrasi
berupa denda atas keterlambatan pelaporan Surat Pembertitahuan
(SPT) yang dilakukan cleh sesrang Wajib Pajak. Kemudian Wajib
Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi dan memberikan penjelasan
bahwa Wajib Pajak saat itu sedang sakit keras atau sedang berada
di Luar Negeri, sehingga tidak dapat melaporkan SPT tepat pada
wakiunya,

Sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak yang saal itu sedang sakit keras atau sedang herada di Luar Negeri,
schingga lupa untuk melaporkan SPT tepat pada waktunya. Namun alasan
itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Direktur Jenderal Pajek untuk
melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi batk secara
Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan petugas
pajak telah mengenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

Oleh karena ifu, sekilss tarmpak bahwa ketentuan Pasal 36 avat (1) ol s
U KUP membenkan kemudaban bagi Wajib Pajak, yaitu berupa
pengurangan atau penghapusan sanks) administrasi yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak. Namun sebenamya ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf
a UU KUP tidak memberikan kepastian holam kepada Wajib Pajak.

Fika dicermati Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf 2 UU KUP, maka sebenamya
Direktur Jenderal Pajak memberikan pengurangan atau penghapusan

sanksi adrainisirasi yang dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajale,
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Dalam praksk dapat ditenmkan sanksi administrasi yang dikenakan
kepada Wajib Pajak tidak tepat, karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat
membebant Wajih Pajak yang tidak bersalah atae tidek memabiami peraturan
perpajakan, Dalum hal yang demukian, sanist administrast berupa bunga, denda,
dan kenatlan yang telah ditetapkan dapat dikurangkan stau dihapuskan oleh
Divekaur Jenderal Pajak,

Ketidaktehtian petigas pajak merupakan kesalzhan yang dilakukan
oleh petugas pajak dengan fidak sengaja, melainkan terjadi karena kKhilaf fidak telid,
dan tidak hati-bati,

Misalnya: Wajib Pajak melaporkan SPT Masa pada tanggal 21

setelah berakhimya Masa Pajak, karena tanggal 20 temyata jatuh

pada hari libur. Kemudian pelugas psaiak mengenakan sanksi
administrasi berupa denda karena wmenganggap Wajib Pajek
tersebut terlambat dalarm melaporkan SPT Masanya.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (3} huref a ULJ EUP,

bahwa batas wakiu pelaperan SPT Masa paling lambat tanggal 20

setelah berakhirnya Masa Pajak, Namun apabila tanggal 20

tornvata jatuh pada hart libur, maks Wailb Pajak dapat melaporkan

SPT Masanya pada han kerja benkutnya,

Sankst edministrasi tersebut dikenakan karena ketidaktelitian
petugas pajak, sehingga membebani Wajib Pajak yang tidsk bersalah. Dalam
hal im petagas pajak khilaf, tidak teliti dan tidak hati-hati karena fidak
mengecek tetlebih dahulu apakab tanggal 20 jatuh pada hari libur atac
tidak.

Alasan itu dapat dijadikan dassr bagi Direktur Jenderal Pajak uniuk
melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik secara
jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan Wajib
Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu telah
melaporkan SPT Masanya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) hurufa
UL KUP.
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Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) hurof g UU KUP melanggar syarat-
syarai kepastian ndaum di dalam Undang-Undang Perpajakan, Dengan kata lain, isi dan
Pasal tersebut tidak tepat, fidak jelas, menimbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron
dengan Penjelasannya. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a ULJ KUP secara material hidak
memenuly syarat-syarat kepastian hukum dan melanggar ujuan Undang-Undang Perpajakan
untuk membertkan kepastian hukuns kepada Wajib Pajak.

42, APAKAH KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF a
uu KUP TENTANG  PENGURANGAN  ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI YANG
DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK
ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAPAT
MEMBERIKAN RKEADILAN KEPADA WAJIB PAJAK
Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu tatanan myasyarakat yang meagatur

hubungan tunbal balik antar manusia dan memberikan perlindungan bagl mereka yang

mencarl kebenaran. Keadilan adalah dngksh laku manusia sesual dengan fatanan
masyarakat yang dipandang adil dan memuaskan semua orang,'

NMemurat Hans Kelsen, upaya untuk memuaskan keadilan bagi setiap orang sulit
diwngjudkan, karena itu perckanan keadilan difokuskan kepada pendapat mayoriias,
Keadilan yang dirasakan oleh rayontas penduduk dapat dipandang sebagai keadilan yang
mewakill masyarakat secara umum,'*

Menurut John Rawls keadilan adalah sikap 1k memibakc untuk mewujudkan
persarnaan dan kewajaran. Keadilan adaleh kewajaran, arinya scliap orang vang ngin
mengembangkan kepentingannys harus mendapatkan kesempatan yang sama. Sctiap
orang berhak mendapatikan keaddan yvang fidak dapat diganggu gugat oleh stapa pun.
Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tidak seharusnya merusak kehdupan

individu dengan membatasi hak-hak dasar individu. '’

¥ Ltans Kelsen, op.cie, hal 1.
O thid, hal 1,
P Iohn Rawls, op.eit, hal 11,
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Ada yang memahand keadilan sehagal kebebasan, sebagal keadaan jiwa atau
sikap dan sebagai kebenaran. Bagi vang mendasarkan keyakinarnya dari segi kebebasan,
keadilan adalah bagian mutlak dari hrdup menuvsia yang memberikan kesempatan bagi
manusia untuk dapat berkembanpg secars bebas. Bagl vang memahaminya schagat
keadsan jiwa atau sikap, keadilan bukanlah sesuatu yang dapat diubah secara logika atau
penalaran, melainkan melibatkan keselaruhan pribadi seseorang, Selargjuinya bagi vang
mienekankan pada kebenaran, keadilan adalah suate usaha untuk mendapatkan keberaran
dan bertindak adil artinya bertindak secara benar.'”

Aspek penting dalam keadilan adalah menghapuskan sisi-sisi perbedaan antara
mdividu dengan golongan dan antara golongan yang satu dengan golongan yang lab
Keadilan sebagai sesuaty yang berimbang tidak harus selalu sama berat, tefapi juga hanis
ada harmonisasi aptera bagian-bagian atau pibakepihak sehinggs membentuk suatu
kesatuan yang harmionis, Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang benar,
untuk it diperlukan kearifan dar anggota masyarakal yang terlibat dalam pembuatan
keputusan, '™

Menunit Danicl Webster keadilan adalah kepentingan manusia yang paling hubmr.
Keadilan selalt dicari orsng tanpa hent, diperjuangkan orang dengan gigth, dan
dinantikan orang dengan penuh kepercayaan din, Setiap orang akan menentang dengan
sekeras-kerasnya apabila keadilan tidak diberkan,'™

Menurut Arstoleles keadilan adalah suatu kebiyakan yang sturan-aturannva
menjadi dasar darl peraturan negara dan aturan-ahiran ini merupakan ukuran tentang apa
yang hak. Dalam hal ini orang harus mengendalikan dini tidak memperoleh keuntungan
bagi din sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunysan orang lain, atau
menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain,'®

Menurut Aristoteles hukum bertujusn wotuk menciptakan keadilan, Sesua
dengan (ujuan hukum im, maka tujuan hukum pajak pun adalah uvatuk menciptakan
keadilan, Dengan demikian, setisp ketentuan yang ada di dalaw Undang-Undang
Perpajakan harus mencerminkan keadilan. Oleh karena ity, ketentuan tersebut barus dibuat
dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi i masyarakat dan harus dilandasi oleh

2 thid, hal 11.

™ K hairul Bayan, op.cit., hal 151,

¥ 152 Sindian Djajadiningrat, op.cit., hal 29
% Ibid, hal 29.
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tyuan yang jelos agar dapat diterapkan dengan adil. Kefentuan Usndang-Undang
Perpajakan harus jelas, lengkap, dapat diandalkan, tidak mudah berubah-ubah, fidak
memungkinkan terjadinya penafsiran ganda, dan adil.'>®

Keadtlan 1ni harus senantiasa dipegang teguh, bak dalam  peraturan
perundang-undangan maupun dalam prakiek sehan-han. Setiap anggota masyamkat
khususnya masyarakat yang tergolong sebagal Waith Pajak menginginkan adanya keadilan
dan kepastian hukum. Oleh karena i diperlukan Undang-{ndang Perpajaken yang
membenkan keaditan dan kepastian huloamn kepada Wajib Pajak. Kepastian hukurn atas suatu
Undang-Undang Perpajalean harus mencerminkan keadilan di dalam masyarakat,"”’

Di dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat kefentuan mengenai sapksi
acrminstrasi. Sanks admudstrast harus dikersskan socara adhl, agar masyarakat ferpacn untuk
mematuhl ketentuan  Undang-Undang  Perpajaken  dan  melaksanakan  kewajiban
perpajakannya dengan baik. Tujuan utama dari pengenaan sanksi administrasi adalah untuk
memberikan keadilan. Disamping itu pengemaan sanksi administrasi juga bertujuan untuk
mendidik Warb Pajak agar tidak melakukan kesalahan dan unfuk memperbatkinya agar tidak
mengulangi kesalahan yang sama di kemudisn har,'®

Jiken menurut Wajib Pajak dalam pengenazn sanksi admimstrasi tejadk ketidakadilan,
maka iersedia saluran hulum yang terbuka bagl Wajib Pajak untuk mencai keadilan, yaitu
melalui pengajuan permohonan pengurangan atae peaghapusan sankst administrasl. Wajib
Pajak rmpempunyai hak  seluas-luasnya umtuk  mencari  keadilan apsbila
diperlakukan tudak adil. Jika Wapb Pajak mengajulkan perrnohonan pengurangan atay
penghapusan sankst administrasi, syeka bal i sserapakan statu proses dalam hukum pajak
yang difarapkan dapat memberikan keadilan.”™

Menurit Prof. Subekii keadilan adaloh kescirbangan vang membaws kelentramen
di datam hati dan jika diustk sau dilanggar 2kan mepimbulkan kegelisahan dan
kegoncangan*® Pada dasarnya keadifan merupakan suaty pengertian yang tidak

mutlak dan sangat relatif. Apa yvang dianggap adil pada wakta sekarang belum

1% $vi Pudyatmoko (2), sp ¢i7., hal 133

*? Wirawan B, Hyas dan Richard Burton, ep.cit., hal 157,

¥ shid hal 158,

¥ Wicatni Alwmadi, Perfindungen Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesoian Sengketa Pajak,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2605}, hal 68,

% Wirawan B. Hlyas dan Richard Burlon, op.ciz., hal 159,
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tentu adil pada waktu vang akan datang, semuanya bergantung pada waktu dan
kedewasaan masyarakat sebagal Wajib Pajak.*®’

Mengingat keadilan meropakan suatu pengerfian vang subyektf dan sangat relatif,
maka dipetiukan tolok ulour untuk mengarikan keadilan dalam bidang perpajakan. Undang-
Undang Perpajakan yang mencerminkan adanya keadilan harus memenuhi asas-
asas sebagal berikut,®
a Asas Equality

Setiap warga negws bempattisipast dalam pemblayasn negam secara
proporsional sesual dengan kemampuannya maswng-masing. Omang vang berada
dalam keadaan yang sama hamus dikenskan pajak yang sama. Munglan Undang-

Undang Perpajakan secara wmum sudsh dirasakan adil karena sudah memeraihi asas

equality. Narwm ada kalanya apa vang dirsakan adil secarn umum, belum tentu adil

dalam kasus tertentn 2

b. Asas Equity

Keaditan merupakan asas yang sangat penting di dalam Undang Undang
Perpaiskan, Keadilan bersifat Khusus yang diterapkan pada soatu kasus tertentu
Misglnya: Jika Waiib Pajak merass diperakukan tidek adil dalam masalah
pengenaan sankst administrasi, maka Wajith Pajak lersebut depat mengajukan
permohionan pengurangan atau penghapusan sanksi administrast, Keadilan dalam
perpaiakan adaleh masaleh pertimbangan nilai dan tidak nungkin dilalakan
pendekatan ilmish guna menwrskan konsep keadilan terssbut,”™

C. Asas Daya Pikul
Asas ini mengkankan pada unsur keadilan dan kemampuan seseorang
dalam membayar pajak. Setiap orang wajib membayar pajak sesual dengan
kemampuannya dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya darf negara Pajak
harus dikenakan secara adil dan setiap orang dikenakan pagak sesual dengan daya

** Sony Devaus don Siti Kurnia Rebayu, ap.cir,, hal 59.
** Rochmat Saemitro (1), op.eiz., hal 43

Y 1hid, hat 43,

8 fhid, hat 43,
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pikul masing-masing, dengan memperhatikan besamya penghasilan dan besamya
pengeluaran yang ditakukan,?”

d. Asas Non-Diskriminasi
Siapapun ysng ingin mencari keadilan di bidang perpajakan, ekan
diterspkan aturan hukurm yang sama untuk kasus yang sama atau untuk kasus yang
sama akan diterapkan aturan bukum vang sama, dengan fidak membeda-bedakan
golongan, agama, dan status kewargancgaraarn, 2™

Dart uraian i atas, penulis dapat memberikan analisiz bahwa ketentuan Pasal 36
ayat {1} huruf a UL KUP tentang pengirangan atau penghapusan sankst administrast yang
dikenakan karena kekhilafan Waiib Pajak atsu bukan karena kesalahannya, tidek
memberikan keadilan kepada Wil Pajak karena;

a Sekilas fampak bahwa ketentuan Pasal 36 ayat {1} huruf a UU KUP membenkan
keadilun kepada Wajib Pajak, namun sebenamya tidak,

Sebagaimana diketahui babwa ketenfuan Pasal 36 ayat (1) huref 2
UU KUP memberikan kewenangan Kepada Dirsktur Jenderal Pajak baik
secara jabatan alay atas permohonan Wajib Pajak untuk mengurangkan atau
menghapuskan sanksi adminisirasi yang dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Namun dalam praktik sehari-hari, Direktur Jenderal Pajak tidak
dapat mempertimbangkan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafun Wajlb Pajak,
meskipun i dalam permohonannyz Wajlb Pajak telsh memberikan
penjelssan bahws saat itu Wajib Pajak sedang sakit keras atau sedang
berada di Luar Negeri, sehingga tidak dapat melaporkan SPT tepat pada
waktunys.

% rbtd Yl 43.
8 fbid, hal 43.
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Sudah jelas bahwa sanksi sdministrasi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak yang saat itu sedang sakit keras atau sedang berada
di Luar Negeri, schingga lupa untuk melaporkan SPT iepat pada
waktunya. Namun alasan itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Direktor
Jenderal Pajak untuk melakukan pengurangan afav penghapusan sanksi
administrasi baik secara jabastan atau atas permohonan Wajib Pajek, Hal
ini disebabkan petugas pajak telah mengenakan sanksi administrast berupa
denda sesuatl dengan ketentuan yang berlaka yaitu Pasal 7 ayat (1) UU
KUB,

Sekilas tampak bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1} huruf ¢ UL KUP
memberikan kemudahan bagi Waiib Pajak, vaitu berupa pengurangan atan
penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak. Mamun sebenarnya ketentuan Pagal 36 syat (1) huruf 2 UU KUFP fdek
memberikan keadilan kepada Waynb Pajak.

Jika dicermati Pasal 36 ayat {1} buruf 2 Ul KUP scbenarnya tidak memberikan
keadifan kepada Wajib Pajak, hal ini bertertangan dengan Penjelasan Pasal 36
ayat {1} huruf a UU KUP yang lebth memberikan keadilan kepada Wagib Pajak,

Dalam praktik sehar-hari depat ditemukan sanksi administrasi yang
dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak, sehingga dapat membebani Wajib
Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal
ini, sanksi administrasi berupa bunga, dends, dan kenaikan yang telah ditetapkan
dapat dikurangkan atau dihapuskan cleh Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh
Wajib Pajak karena kctidakielitian petugas pajak. Hal i disebabkan
Waijib Pajak telah melakukan kewajibsn perpajakannya dengan benar dan
sanksi administrasi dikerakan karena ketidaktelitian petugas pajak. Alasan
itu dapat dijadikan dasar bagi Direkmr Jenderal Pajak untuk melakukan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi balk secara jabatan
atau atas permohonan Wajib Pajak untuk memberikan keadilan kepada

Waiib Pajak,
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Penjelasar Pasal 30 ayat {1} huraf a UU KUP int secara tidak jangaung
juga menyimtkan pengalosan dart Direktorat Jenderal Pajak bahwa Sumber Daya
Manusia yang dimiliki belum sepenubnya mamadal, Sebagai pelaksana ketentuan
Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, maka selayaknya
petugas pajak memiliki pemabaman dan pengetahuan yang baik seria
kKemampuan untuk memalankan tugas dengan penuh tanggung jawaby,

Dengan demikaan ketenfuan Pasal 36 ayat {1} huruf a UU KUP melanggar
asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata Jain, ist dari
Pasgl tersebut tidak memberikan keadilan dan besfentangan dengan Penjelasannya
Ketentuan Pasal 36 avat {1} huruf a UU KUP secara matenial idak memenohi ssas-
asas keadilan dan melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan
kendilan kepada Wajib Pajak.

Diasar pemikirtan muricubnya ketentuan Pasal 36 ayat (1) horaf 2 UU KUP karena
ditandasi oleh rasa percaya kepada Wajib Pajok bahwea masih ada persturan perpaiakan vang
belun dipabany dengan baik oleh Wajlb Pajak, sehingga memungkinkan tegadinys
kesalehan yang tidak disengajs dalam pelaksanpan kewajiban  perpajakan  akibat
ketidaktahuan tersebut. Selain i mureuinva ketentuan Pasal 36 ayat (1) hurufa UL KUP
juga dilandast oleh adanya pervbahan sistern permingutan pajak dari official assessnent
syster meriadi self assessment system, sehinges wajar jika Wajib Pajak belurm memahami
seperubnya dan masth rosmeriukan pemisinaan dari peigas pajak.

Selama int Wasib Pajak mengajukan permehonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrsst karena dipicu oieh alasan “mencoba-coba”, Dalam hal inl memanfatkan
ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a U KUP vang memungiankan untuk dilslakan
pengurangan atau penghapusan sanksi adminigirasi yang dikenakan karena kekhilafan
Wb Pajak.

Ketentuan Pasal 30 ayat {1} huruf a U KLUIP tentang pengurangan atau
penghapusan sankst administrasi vang dikenakan karena kekhilafon Wajib Pajak tidak
tepat karena tidak mernberikan kepastian bukum dan keadilan kepada Wajib
Pajak. Ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan self assessmient system yang sudah
lama diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hulum dan low
enforcement menjadi tidak ads, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat
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dikurangkan atau dihapuskan hanya karerss alesan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya
sangat subyekiif,

Hubungan hukun antara Wajib Pajak dengan petuges pajak, menempatkan par
pifk dalam kedudukan yang tdak sederajat. Dalam permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, posisi petugas pajak adalah sebaga penentu yang dapat
memutuskan spakah skan mengabulkan atsu menolak permohonan tersebut Keputusan
tersebut harns didasardean pada kefentusn Undang-Usdang Perpajakan yang berlaku,
Keputusan tersebut sebenamya dapat diambil oleh pibak petugas pajak tanpa terlebih dahulu
meminia persetujuan dan plhak Wajib Pajak. Oleh karena iftu, dapat dikaetakan bahwa
hubungan hukum dalam hukern pajek menempatian para pihak dalam posist yang tidak
sorfersjat 27

Kekhilafan vang dilakukan Wapib Pajak sampal pada batas tertentu dapat
dipahami, karsna setiap orang mempunyal perhatian vang berbeda-beda, termasuk
datam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, hal-hal yang
kelihatan ringan tersebut juga dapat merugikan jika dibiarkan sampat berlarui-
larut. (el karena itu, perle adanys pengawasan dan Zew enforcement agar Wajib
Pajak tidak melakukan kekhilafan yang sama di kemudian hari dan Wajib Pajak
tidak menganggap kekhilafan itu sebagai suatu kewajaran.*®

Pengawasan dan fow euforcement dapat dilakukan dengan memberikan
pembinean kepada Wajib Pajak dan penerapan sanksi administrasi. Tujuan atama darni
pengenaan sanksi adounisirasi adalah untuk memberikan kepastian hukum dan
keadilan bagl Waijib Pajak. Di samping i pengenaan sanksi administrasi juga
bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengubah perilaku Wajib Pajak agar
fidak mengnlangi kesalahan yang sama di kemudian hari *%

Dengan fidak terulangnya kesalshan yang sama i kemudian har, diharapkan
dapat memberikan pengaruh positif dalam pemenuhan kewaiiban perpajakan.
Memang yang diharapkan dari pengenaan sanksi administrasi bukan semata-mata
untuk membebani Wajib Pajak, melainkan untuk mengubah perilaku Wajib Pajak.

Di samping itu, pengenaan sanksi administrasi juga bertujuan untuk mendidik

7 Sxi Pudyaimake €23, op.¢it., hal 8.
% fhid, hat 17,
= Witawan B, ilyas dan Richard Burton, op.off, hal 164,
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Waiib Pajak agar lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam memenuhbi
kewsjiban perpajakannya.®*’

Keberhasilan dan kegagalan self assessment system sangat ditentukan oleh
Wajib Pajak. Kemampuan, pengetahuan, kejujuran, kedisiplinan, dan kesadaran
dari Wajib Pajak sangat diperiukan di dalam seff assessment system. Keberhasilan
self assessment system tdak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang cukup dari
Wajih Pajak, namun juga ditentukan oleh kejujuran, kedigiplinan dan kesaderan
yang memadai dari Wajib Pajak *!

Di dalam self assessment system sangat dibutuhkan kepatuhan yang tinggi
dari Wajib Pajak dalam memenuli kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi
kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan merupakan tulang punggung
dari self assessment system. Kepatohan Wajib Pajak merupakan suate kondisi di
mana Wasib Pajak berusaha untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan.*'?

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak
hanya lergantung pada penerapan sanksi administrasi, tetapi juga tergantung pada
kemauan Wajib Pajak unfuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangsn
perpajakan, Apabila Wajib Pajak mempunyai kemavan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, berarti Wajib Pajak tersebut telah
mengetahul, memahami, mengakei, menghargat dan  menaati ketentuan
tersebut.*'?

Ideainya uniuk meningkatkan kemauvan Wajib Pajalk dalam mematuhi
ketestuan peraturan perundang-undangen perpajakan dapat dilekukan dengan
memberikan sosialisasi peraturan perpajakan. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus
terus chgjak untuk mengetahui, memahami, mengakui, menghargai, dan menaals
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Tinggt rendahnya
intelektualitas Wajib Pajak akan mempengaruhi penyerapan pengetahuan dan

inlormasi mengenai peraturan perpajakan. Jika self assessment system berjalan

49 ol Pudyatmoko {2), op.cit, hal 18,

W Ihidd, bal 18,

z*f Soay Devaro dun Sit Kumia Rahay, op.eie, hal 110,
2 thid, hat 113
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dengan baik, maka petugas pajak fidak periu melakukan pengawasan lagi ™

Twuan Undang-Undang Perpajakan  harmus  terwujud  di dalam
pelaksanaannya. Ketentuan Pasal 36 ayat {13 huruf a UL KUP hanya tampakaya saja
membertkan kermudahan bagt Wailb Pajak, namun sebenamya ketentuan ini fidak
memberikan kepastian hukum dan keadilan, schingga bertentangan dengan mjuan
Undang-Undang Papajakan. Jadi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf 2 UU KUP tentang
pengurangan atal penghapusan sanksi adminisirasi yang dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak pada kenyataannya tidak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak 2"

Rurnusan Pasal di dalam Undang-Undang Perpajakan yang tidak memberikan
kepastian hukurn dan keadilan bagi Wajib Pajak harus segera diperbaiki. Oleh karena
tiny, perlu ditetapkan ketentuan Undane-Undang Perpajakan vang Jebih jelas sehinges tidak
memunculkan pepafsiran yang berbeda-beda, Ketentuan UndangUrklang Perpajakan
vang j¢las akan memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan keragu-raguan
datam pelaksanaannya. D1 samping itu, kemungkinan saling bertentangan antara Pasal
dengan Penjelasannya juga dapat dihindari, schingga Wajib Pajak akan mendapatian
jaminan perlindungan hukum vang lebih pasti atag hak-haknya *®

Undang-Undang  Perpajakan  bersifat  dinamis  dan  selalu  mengikuot
patkembangan kehidupan masyarakat. Perubahan Undang-Undang Perpajakan sudah
waum terjach i manapun, Sebagaimana dinyatakan di dalam penjelasan UU KUP,
bahwa kepentingan perubahan Undang-Undang Perpajukan vang lama dengan yang
baru bertujuanr unluk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Selain i juga
dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan ketentuan material di bidang perpajakan,
menmgkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak "7

Tanpa adanys kepastian hukwn dan keadilan, maks kewenangan vang
diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada petugas pajak akan mengarah
kepada suatu kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, uniuk membatesi hal-hal yang

kemungkinan wmengarah  kepads spafu  kekuasaan  yang  oforiter, pemenntah

* e Indonesian Tax in Brief, op.cit., hal 62.

5 Byofrin Syofyan, Hukum Pajak danw Persasalehannya, (Randung: PT. Refika Aditama, 20043,
hal 52.

i‘é Wiratni Ahmadli, op.git, hal 73,

AN Purwito dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pujak: Prases Keberatan dan Banding,
{Jakana: FILIL, 20073, bl 16,
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menyediakan saluran hukum yang terbuka bagi Wajtb Pajak untuk mencari keadilan. Wajib
Pajak diberikan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam bidang perpajakan,
misalnya dengan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi. 2'®

Namun pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi ini diharapkan tidak ada lagi di tahun-fahun mendatang. Hal ini disebabkan
oleh meningkatnya profesionalisme petugas pajak; meningkatnya kepatuhan Wajib
Pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan
melaksanakan kewajiban perpajakan; serta adanya revisi UU KUP sehingga ketentuan
yang ada di dalamnya menjadi jelas, tepat, tidak menimbulkan pengertian ganda, dan
sinkron dengan penjelasannya. Diharapkan UU KUP yang baru dapat memenuhi syarat-
syarat kepastian hukum dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan,
sehingga dapat mewujudkan tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan
kepada Wajib Pajak.

218

Ali Purwito dan Rukiah Komariah, op.cit., hal 20
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BADB 5
PENUTLIP

KESIMPULAN
Berdasarian hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan

sebagal berikut:

&

Keentuan Pasal 36 ayat (1) huf & UL KUP ientang pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannys, tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib
Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi
syarat-syarat kepastian hukurn di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata
lain, isi darl Pasal tersebut tidak tepat, tidak jefas, menimbulkan pengeitian ganda,
dan tidek sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat
(1y humf & UU KUP melangear tjuan Undang.Undang Perpajskan untuk
memberikan kepastian hkum kepada Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 26 avat (1) huef 2 UU KUP juga bertentangan dengan
implementasinya, Datam praktik sehari-hari, kekhilafim Wajib Pajak tidak
dapat dijadikan dasar bagl Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan
pengurangan atau penghapusan sanksl administras) balk secara jabatan
atau atas permohonan Wajib Pajak. Hal ini digebabkan petugas pajak telah

mengenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yvang berlaky,

Kefentuan Pasal 35 ayal (1) huref g UU KIJP tentang pengurangan atau
penghapusan santest adrministrast yang dikenakan karena kelhilafan Waib Pajak atau
bukan karena kesalshannys, tidak memberikan keadilan kepada Wajib Pajak
Ketentuan Pasal 36 gvat (1) huruf 2 UU EUP secara material tidak memenuhi asas-
asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan dan melanggar wjuan Undang-
Undang Perpajakan untuk memberikan keadilan kepada Wajib Pajak. Dengan
demikian, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak tepal karena fidak

memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Waib Pajak.
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3

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huref a UU KUP juga tidak sesuai dengan self
assessmenl system yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalam
ketentuan terssbut kepastian hukum dan iow enforcement menjadi tidak ada,
dimana sanksi admimistrasi yang telah dikenakan depat dikurangken atau
dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Waiib Pajak yang sifatnys sangat
subyektif.

SARAN
Berdasarkan kestmpulan i atas, penulis dapat memberikan beberapa saran

sebagal berikut:

2.

Merevist UU KUP agar memenuhi syarat-syarat kepastion hulamm dan asas-asas
keadilan di dalam Urndang-Undang Perpajakan. UU KUP yang bam tdak bolch
melangear tujpan Undang-Undang Perpajakan yaitu memberikan kepastian hukum
dan keadilan kepada Wajib Paisk. Dalam hal imt, sumsan Pasal di datam UU KUP
harus {epat, jelas, tidak menimbulkan pengertian ganda, dan smkmon dengan
Penjelasaniya, seria mentherikan keadilan, Kepastian hukum sangat penting dalam
kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrast, karena tanpa
kepastian hdasryy maka keadilan tidak akan fercapai.

Menghapus ketenfuan Pasal 36 ayat (1) buruf a UU KUP tentang pengurangan
atan penghapusan sanksl administrast yeng dikenalan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalshannya. Hal ini discbabkan ketentuan terschut
tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wapb Pajak. D1
daam kelentuan tersebut kepastian hukurn dan fow enforcement meniadi tidak
ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau
dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak vang sifatnya sangat
subyektif. Schubungan dengan self’ assessment systemt yang sudah lama
diterapkan di Indonesia, maka seharusnya Udak ada lagi sanksi administras
yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak manpun karena ketidakielifian

petugas pajak.
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Memberikan sanksi kepada petugas pajak yang karena ketidaktelitiannya
telah mengenakan saksi sdrmnistrasi kepada Wajib Pajak  yehingga
membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah. MHal mi dimaksudkan untuk
memberikan keadilan kepada Wahb Pajak. Dengan demikian petigas pajak
dan Wajib Pajak mempunyai kedudukan yang sederajat dalam penegakan
hukum, Di samping itn, kesadaran dan kepatuhan Wajlb Pajak dalam
melaksanakan  kewajiban perpajakan  harus ferus  ditingkatkan  dengan

memberikan penyutuban dan pengawasan yang optimal.

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme petugas pajak agar tidak ada lagl
saksi administrasi yang dikenakan karena ketidaktehtian pefugas pajak. Dalarn
teal ni keadilan sangat diperiuken dalam peleksanasn penpurengan atau
penghapusan sanksi administiasi vang dikenakan karena ketidaldelitian pefugas
pajak. Sgbagal pelaksana ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan
pelaksanaannyn, maka sehafusnya potugas pajak mempunyai later belakang
pendidikan dan pengetahuan yang baik serta kemampuoan uniuk menjalankan tugas
dengan pemih tanggung jawab. Dengan adanys kemampuan dan profesionalisme
vang tnggl dad petugas pajak diharapkan dapat memben pengarvh positif bagi
Wapb Pajak agar senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
baik.
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